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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi wanita dalam memimpin 
sholat yang jamaahnya seorang pria atau campuran. Skripsi ini termasuk pada 
penelitian kualitatif. Adapun kontroversi pemimpin sholat wanita ini, sebelumnya 
sudah ada sejak 2005 yang dipelopori oleh Amina Wadud yang mana ia menjadi 
khatib sekaligus mengpemimpini sholat jum’at yang jamaahnya campuran baik 
wanita maupun pria di gereja AS. 
Di kalangan muhammadiyah sendiri, juga terjadi hal yang serupa seperti 
kasus Amina Wadud ini, ada pro dan kontra yang melatarbelakangi masalah ini, 
salah satunya dari kelompok progresif. Siti ruhaini dzuhayatin menjelaskan bahwa 
kelompok ini mempunyai akar sejarah pada kontroversi masalah ibadah sejak masa 
Ahmad Dahlan. Kelompok ini memperbolehkan wanita menjadi pemimpin sholat 
bagi jamaah pria yang mana hal tersebut dinisbatkan pada hadis ummu waraqah. 
Wanita bisa menjadi pemimpin sholat bagi pria bila mampu masuk pada beberapa 
syarat tertentu. 
Namun, karena terjadi keberatan dari kelompok lain yang tidak 
memperbolehkan, karena ditakutkan bisa menimbulkan masalah syahwat, akhirnya 
kelompok progresif menerima batasan terkait pemimpin wanita. Jadi, golongan 
pencetus pembaruan memutuskan untuk tidak menetapkan wanita sebagai 
pemimpin sholat secara luar untuk mengantisipasi berbagai konfrontasi. 
Sementara menurut Alimatul Qibtiyah, kelompok tekstualis sangat 
melarang adanya wanita sebagai pemimpin shalat bagi pria. Kelompok ini 
 
































berpegang atas keyakinan terhadap ajaran Al-Qur’an. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Qur’an surah An-Nisa’ayat 34, bahwa seorang pria itu merupakan pemimpin untuk 
wanita. Mayoritas para sarjana literalis berargumen bahwa Al-Qur’an menetapkan 
bahwa wanita tidak dapat menjadi pemimpin untuk pria, terutama berkaitan dengan 
masalah sholat. Mereka berpegang pada prinsip Al-Qur’an jika pria mempunyai 
status lebih baik dibanding wanita dan pria adalah kepala keluarga karena mereka 
lebih sanggup dibanding wanita baik secara fisik maupun psikologis. 
Kata kunci: Wanita, Alimatul Qibtiyah, Siti Ruhaini. 
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A. LATAR BELAKANG 
Gerakan wanita di Islam mulai bangkit serta menamakan dirinya 
Feminisme Islam. Gerakan ini pada awalnya dianggap sebagai ancaman dari 
dalam yang harus direspon secara berbeda. Akan tetapi, yang terjadi justru 
banyak pemikiran feminisme islam yang menjadi tilik balik penafsiran 
dalam dunia islam itu sendiri. Perebutan legitimasi penafsiran ayat Al-
Qur’an tidak terelakan. Perbedaan penafsiran dan pemahaman yang 
melibatkan berbagai sudut pandang disiplin keilmuan melahirkan banyak 
sekali diskusi yang menarik. Bahkan dari kajian gender ini muncul tipologi 
hadis yang disebut sebagai hadis-hadis misoginis, yaitu hadis-hadis yang 
cenderung kurang menghargai derajat wanita. 
Gerakan feminisme Islam bermaksud untuk menegakkan kembali 
keadilan yang semestinya dimiliki wanita sejak zaman Rasulullah SAW. 
Para feminisme Islam menggunakan pemahaman historis serta 
Hermeneutika dalam merekonstruksi arti surat dalam Al-Qur’an untuk 
mengupas pemaknaan yang melebur dalam tradisi masyarakat terkait 
keadilan juga kesetaraan wanita dan pria khususnya terkait masalah 
kepemimpinan (hak wanita untuk menjadi pemimpin shalat). Dan mereka 
 
































menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan gender “setara dan saling 
melengkapi”, bukan menguasai dan tidak setara1. 
Pada konteks Indonesia, masyarakat berasumsi bahwa seorang 
Muslim yang juga seorang feminis harus menjadikan Qur’an serta Hadis 
sebagai sumber rujukan dalam diskusi mereka, mengingat Islam memainkan 
peran yang sangat penting di Indonesia, sangat sulit mempromosikan 
kesetaran gender apabila feminisme gagal memahami paradigma, norma, 
dan nilai-nilai Islam2. 
Wanita dan pria merupakan subjek dalam fiqh pada suatu kajian 
yang tidak bisa terhindar dari perbincangan hukum islam. Seperti yang kita 
ketahui dalam Islam, Penafsiran Fiqh telah memberikan peran timpang bagi 
wanita, bahkan terkesan memposisikan wanita di bawah pria. Perlu 
diketahui, dalam kegiatan masyarakat wanita ternilai sangat kecil karna 
dianggap tidak layak untuk menerima tanggung jawab masyarakat, tidak 
hanya di aktivitas yang profan maupun real, dalam ibadah yang suci 
sekalipun terdiskriminasi yang nampak. Seperti sholat berjamaah, tidak 
diperbolehkannya wanita mengpemimpini sholat bagi pria. 
Secara luas khususnya dalam kajian fiqh ibadah seperti sholat, ada 
perbedaan tafsiran mengenai wanita dan pria, diantara lain: 1) dalam 
 
1 Asma Afsaruddin (Peny.) Hermeneutica and Honor: Negotiating Female “Public” Space In 
Islamic Societies (Cambridge. Mass: Harward University Press, 1999), hlm. 23. 
2 Sofie Roald, “Feminist reinterpretation of Islamic sources: Muslim Feminist theology in the light 
of the Christian tradition of feminist thought” dalam K. T. Ask, Marit (peny.), women and 
Islamization: contemporary dimensions of discourse on gender relations, (Oxford: Berg, 1998). 
 
































menutupi aurat, laki- laki hanya dibatasi mulai dari pusar ke lutut3. Wanita 
diwajibkan menutup keseluruan anggota badannya kecuali wajah serta 
telapak tangan4. 2) dalam hal sholat subuh, maghrib dan isya’, pria 
diperkenankan untuk melantangkan suara bacaannya pada saat rakaat awal 
dan kedua, dan kalau untuk wanita, suaranya disunnahkan untuk lirih5. 3) 
Seorang pria diutamakan untuk menunaikan sholat di Masjid, sedangkan 
wanita cukup dalam rumah. 4) untuk memperingatkan seorang pemimpin 
yang salah bacaan, di sunnahkan untuk mengucap bacaan Tasbih bagi pria, 
dan untuk wanita hanya cukup dengan menepuk tangan saja6. 5) ketika 
sholat berjamaah yang mana makmumnya mencakup wanita dan pria maka 
wanita tidak boleh menjadi pemimpin sholat. 
Dari beberapa tafsiran diatas, bisa diungkapkan fiqh sangat 
cenderung terhadap pria daripada wanita. Sementara itu, yang pada awalnya 
agama dijadikan problem solving (pemecah masalah), ternyata agama malah 
digunakan menjadi bagian dari persoalan tersebut, spesifiknya pada aturan-
aturan yang terkandung di dalamnya. Secara fundamental, kesetaraan bagi 
 
3 Permasalahan terkait aurot pria yang menjadi perselisihan tanggapan pada mayoritas ulama’, dan 
sebagaian berbicara terkait batas aurot pria yang berkisar dari farji hingga pupu, sebab pada pria 
bukan termasuk aurot. Telaah As-Sayyid Sabiq, as-Sunnah Fiqh, Cet-3, (Beirut: al-Arabi Dar Kitab, 
1977 M/1397 H). 
4 al-Adawi Mustafah, an-Nisa’ jamiu Ahkam, (t.tp: as-Sunnah Dar: 1992 M/1413 H), terkait batas 
aurot wanita, ada sebagian rowi yang saling menguatkan. Bahkan ijma ulama juga sepakat kewajiban 
wanita menutup aurot termasuk seluruh badan. 
5 Pengertian seperti itu disebabkan adanya tanggapan terkait suara wanita yang termasuk bagian dari 
aurat dan hal tersebut menjadi kesepakatan pada kitab fiqh , seperti Mustafah Al-Bigha’ Dib, fi 
Adillah at-Tahzib Matn al-Ghayah wa a Taqrib, ( Beirut: Ibnu Kasir Dar, 1989). 
6 Sabiq As-Sayyid, Fiqh as-Sunnah. 
 
































pria dan wanita merupakan tekanan dalam Islam. Kokohnya bangunan 
ketidak-adilan semacam itu perlu adanya perubahan dan tidak dibiarkan 
sebitu saja. Menurut Ilyas Hamim, perlu keberanian baik secara kultural 
maupun secara struktural dalam masyarakat, karna jika ideologi tersebut 
dibiarkan akan dianggap menjadi suatu “kebenaran”. Maka perlu adanya 
analisis kembali pada interpretasi kaidah Islam yang mana akan di 
umumkan sesuai hasil kepada kelompok umum7. 
Terdapat hal-hal unik untuk dikaji serta dicermati mengenai wanita 
yang berposisi sebagai pemimpin sholat bagi pria, beberapa tahun yang lalu 
terjadi sebuah kontroversi oleh Amina Wadud ketika beliau menjadi khotib 
sekaligus pemimpin sholat di Gereja AS. Kasus tersebut berlangsung pada 
waktu 18-3-2005 bertepatan hari jumat, pada saat itu makmumnya meliputi 
pria dan wanita. Saat  melakukan ceramah, Adzannya-pun dikumandangkan 
seorang wanita tanpa menggunakan kreudung. 
Peristiwa di atas mengundang berbagai tanggapan di wilayah para 
ahli termasuk Alimatul Qibtiyah, Alima mengatakan bahwa peristiwa 
tersebut sempat mengguncang ketentraman orang Muslim sebab dalam 
1400 tahun yang lalu, orang Muslim belum pernah mempersoalkan masalah 
tersebut. Sebab kejadian tersebut menciptakan konferensi, lantas Alimatul 
Qibtiyah mengungkapkan keterangan lebih jauh dalam tulisannya pada 
buku Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, edisi 1 Maret 2019, dengan topik 
 
7 Hamim Ilyas, “Kata Pengantar” Ketertindasan Wanita? Kajian terhadap Hadis-
hadis misoginis, Cet-2  (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005). 
 
































“Feminisme Muslim di Indonesia”. Dalam tulisannya feminisme Islam di 
Indonesia memiliki khazanah tersendiri tentang kesetaraan gender. 
Organisasi wanita Indonesia Aisyiyah (Muhammadiyah) ini berperan secara 
mandiri. Dalam bukunya, Alimatul bukan sekedar membuka wacana yang 
tidak lazim diperbincangkan. Contohnya, bagaimana posisi wanita berperan 
sebagai pemimpin shalat bagi pria. Menurutnya terdapat beberapa ayat dan 
hadis yang tersirat memperbolehkan wanita menjadi pemimpin shalat. 
Namun, ayat dan hadis jarang diketahui  karena kurang populer.  
Ayat dan hadis yang dimaksud adalah hadis Ummu Waraqah, yang 
mana pada saat itu Ummu waraqah diperintah oleh Rasulullah menjadi 
pemimpin shalat di rumahnya. Shalat jamaah yang di pemimpini oleh 
Ummu waraqah faktanya terdapat pria manula dalam posisi sebagai 
makmum, pria tersebut itu ialah muazzin atas perintah Rasulullah SAW. 
Selain itu, Alimatul juga memaparkan terdapat hadis- hadis lain yang 
menyebutkan seseorang layak menjadi pemimpin shalat yang paling baik 
bacaannya, entah itu pria maupun wanita. pengujian sejarah pemikiran 
mengenai pemimpin shalat wanita bagi pria dewasa, mungkin saja praktik 
ini akan menjadi lebih populer dan dapat diterima di masa depan yang tidak 
lama lagi. Sebagai contoh, sebelum 1980-an gagasan tentang pemimpin 
shalat wanita sama sekali tidak terpikirkan. Namun, sejak awal 2000-an 
 
































masalah ini menjadi subjek wacara kontroversial pada proyek-proyek 
penelitian akademik8. 
Terlepas pada kasus Amina Wadud, bukan Alimatul Qibtiyah saja 
yang membahas persoalan wanita ketika memimpin sholat dengan pria 
didalamnya, ada “Siti Ruhaini Dzuhayatin”, dalam bukunya “Rezim Gender 
Muhammadiyah” juga membahas masalah kepemipinan wanita sebagai 
pemimpin ibadah pria, hal tersebut mulai muncul dari kalangan progresif 
karna mempunyai akar sejarah yang kontroversi tentang ibadah pada masa 
Ahmad Dahlan ketika beliau membuat Mushallah Wanita (Langgar Estri) 
yang secara nyata mengangkat keterikatan keyakinan wanita dalam ideologi 
neraka katut swarga nunut, penjelasan dari Darban, langgar estri dibangun 
dengan maksud supaya wanita mempunyai “Spiritual Accomplishment” 
agar dapat membuat dirinya menjadi seseorang yang mempunyai keyakinan 
sendiri. 
Terdapat beberapa asumsi tentang pembangunan langgar estri yang 
mana mengandung keterkaitan pada penyetaraan. Apa maksud dari 
kesetaraan itu sendiri? Dari kelompok Tekstual maupun moderat sendiri 
mengungkapkan bahwa pembangunan langgar estri serta melakukan sholat 
jumat secara berjamaah termasuk puncak emansipasi keyakinan wanita 
yang pernah diperbincangkan KH. Ahmad Dahlan9. 
 
8 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh pemberdayaan wanita (Jakarta: El-Kahfi,2008) 
9 Hal tersebut pernah digunakan untuk dalam penyetaraan wanita Muhammadiyah terhadap para 
pemilik narasi moderat misalnya Chamamah Siti, Ilyas Yunahar dkk diberbagai Kegiatan. 
 
































Dari Kedua Tokoh di atas memiliki perbedaan untuk memahami 
serta penggunaan suatu dalil. Oleh karena itu, penulis terpikat dalam 
meneliti gagasan kedua tokoh tersebut, khusunya pada wanita menjadi 
pemimpin ibadah untuk pria. Kita bisa lihat keunggulan serta kelemahan 
dari kedua tokoh tersebut. 
B. IDENTIFIKASI MASALAH 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, problem yang dapat 
dipahami adalah berikut: 
1. Banyaknya argumen yang mendebatkan masalah kepemimpinan wanita 
sebagai pemimpin ibadah. 
2. Kesalahan persepsi dalam memahami dari berbagai sudut pandang terkait 
kepemimpinan wanita dalam ibadah. 
C. BATASAN MASALAH 
Dari identifikasi masalah di atas, maka ditemukan beberapa 
kemunculan problem dlam penelitian ini, supaya problem yang peneliti tulis 
dapat terfokus, dalam penyelesaian atas berbagai problem utama, penelit 
menfokuskan problem pada riset ini tentang argumen posisi wanita dalam 
hal ibadah di Islam, serta tanggapan dari berbagai kalangan terkait larangan 
maupun kebolehan hal tersebut. 
 
































D. RUMUSAN MASALAH 
Bersumber pada keterangan dari latar belakang diatas, penelitian ini 
berusaha menyelesaikan dua problem inti, yaitu: 
1. Bagaimana wacana wanita menjadi pemimpin shalat berjamaah perspektif 
Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin? 
2. Bagaimana komparasi pemikiran Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini 
Dzuhayatin tentang wanita menjadi pemimpin shalat berjamaah ditinjau 
dari perspektif hermeneutika? 
E. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini akan mengonstruksi serta mengkomparasi masalah 
kepemimpinan (Hak Wanita untuk memimpin Shalat Berjamaah) perspektif 
Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin. Pandangan yang 
fundamental terkait kekuasaan wanita dan pria dalam sholat menjadi 
petunjuk normatif tingkatan jenis kelamin yang lebih umum. pria menjadi 
pemimpin sholat keabsahannya tidak terpengaruh pada ratusan tahun saat 
berdirinya Organisasi Muhammadiyah. Dan munculnya problem tersebut 
dimulai pada golongan Progresif yang sangat tajam mempermasalahkan 
dasar normatif pada tahun 1990 yang menyebabkan banyak perdebatan yang 
sengit. 
F. MANFAAT PENELITIAN 
Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kemaslahatan, 
entah pada aspek keilmuan praktis maupun teoritis. Dari segi Teori: 
 
































pengkajian ini mempunyai keinginan agar bisa mengetahui serta memahami 
posisi wanita dalam hal ibadah di Islam. Penelitian ini juga diharapkan 
mampu menjadi kontra-Narasi untuk meluruskan perselisihan sengit pada 
masalah kepemimpinan wanita dalam hal ibadah. Dan secara mudah dalam 
mengkaji hal ini juga diinginkan bisa menjadi bahan bacaan serta rujukan 
terkait wanita sebagai pemimpin shalat. 
G. KERANGKA TEORETIS 
Dalam melakukan penelitian perlu adanya kerangka teoritik yang 
digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian 
sehingga mencapai kepada hasil yang terbaik. Maka, penelitian ini 
menggunakan alat atau sebuah teori yang digunakan untuk mengetahui hasil 
terbaik, yaitu menggunakan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, yang 
dimana hermeneutikanya tidak terlepas dari pengetahuan historis dan 
pengetahuan masa kini, hermeneutika Gadamer memandang sama antara 
objektivitas dan subjektivitas, sehingga hermeneutika ini tidak terkekang 
akan adanya pembatasan teori atau penafsiran. 
H. TELAAH PUSTAKA 
Gambaran-gambaran umum dari kesetaraan gender dapat dipahami 
dan dialami oleh berbagai penelitian yang dibahas oleh para cendekiawan 
yang melihat dan membuktikan bahwa ada sekian bukti pemikirannya yang 
dikemas dengan ciri khas masing-masing dan menarik. 
 











































































































10 Alimatul Qibtiyah, “Women’s Studi and Gender Studi Centers: How They Contributeto Feminis.” 
Pakistan Journal Of Women’s Studies, Alam-e Niswan, Vol.19 No.2, (2012). 
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11 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional” dalam Agama, 
Politik Global dan Hak-hak Wanita. Jakarta:PPIM,2007. 
 







































































































































































































































































I. METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bagian ini, penulis berkonsentrasi pada metedologi yang 
diterapkan untuk meneliti masalah seperti yang tersebut sebelumnya. 
1. Metode 
Metode yang dipakai ialah analisis komparatif. Karena 
peneliti mencoba membandingkan suatu kajian wanita dalam 
memimpin sholat berjamaah bagi laki- laki, perspektif Alimatul 
Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin. Dalam hal ini penulis 
mengumpulkan beberapa data terkait penelitian ini 
menggunakan library research. 
2. Pendekatan 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
hermeneutika gadamer, karna yang diteliti adalah teks-teks atau 




































Teori yang digunakan adalah ontologis hermeneutika 
Gadamer. Yang mana membaca teks pada hakikatnya 
menerapkan sebuah dialektika serta memperjelas relasi baik 
teks, penulis, maupun pembaca merupakan bagian yang 
memiliki urgensi tinggi dalam hermeneutika. Dalam 
mengantitesis kalimat argumen terhadap kalangan tekstual dan 
progresif menenai kepemimpinan wanita sebagai pemimpin 
dalam shalat untuk pria, penelitian ini bermaksud untuk 
memperolerh suatu pemahaman yang benar yang semestinya 
harus dimengerti bagi obyek material penelitian. 
J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Kerangan riset dengan tajuk “Posisi Wanita dalam Ibadah di Islam: 
Komparasi Pemikiran Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin” akan 
dijabarkan secara sistematis dalam bentuk bahasan bagian. 
Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi Latar Belakang, 
Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Kerangka Teoritis, penelitian terdahulu dan metedologi 
penelitian. 
Bab kedua, menjelaskan mengenai wacana wanita menjadi 
pemimpin shalat berjamaah perspektif Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini 
Dzuhayatin. 
 
































Bab ketiga, membahas tentang bagaimana komparasi pemikiran 
Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin tentang wanita menjadi 
pemimpin shalat berjamaah ditinjau dari perspektif hermeneutika. 
Bab keempat, menganalisis Pemimpin Sholat Wanita bagi jamaah 
pria Perspektif Alimatul Qibtiyah dan Siti Ruhaini Dzuhayatin.  
Bab Kelima, menjabarkan hasil kesimpulan dari beberapa temuan 
dalam penelitian serta menjawab rumusan masalah san hal penting yang 






































KONSEP PEMIMPIN SHOLAT 
A. KONTEKS PEMIMPIN SHOLAT MENURUT ALIMATUL 
QIBTIYAH 
1. BIOGRAFI ALIMATUL QIBTIYAH 
Alimatul Qibtiyah adalah anak kelima dari sembilan bersaudara. 
Ayahnya berprofesi sebagai penghulu dan ibunya sebagai ibu rumah 
tangga biasa. Ketika usianya beranjak lima tahun, ia hidup di bawah 
asuhan pamannya. Pada usianya yang belia, ketika paman dan bibinya 
datang, Qibtiyah terus menangis dan meminta ikut bersama keduanya, 
sehingga pada akhirnya ia tumbuh dewasa dalam kasih sayang paman 
dan bibinya. Bibi serta pamannya merupakan seorang PNS (Pegawai 
Negeri Sipil). Meskipun mempunyai sembilan saudara, sejak kecil 
ayahnya telah memberitahu seluruh anak-anaknya, jika mereka ingin 
bersekolah, maka dirinya hanya mampu membiayai sampai ke jenjang 
SMA saja. Ketika itu Qibtiyah mengakui bahwa sudah tidak ada lagi 
harapan untuk dapat meneruskan kuliah meskipun dalam lubuk hatinya 
ia mempunyai tekat untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi 
mungkin. Wanita yang lahir di bulan September pada tanggal 19 tahun 
1971 ini mengawali perjalanan pendidikan tingkat menengah di PGA 
Madiun. Qibtiyah bertempat di rumah kos karena keluarga pamannya 
menetap di Ngawi. Ia mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.00 setiap 
 
































bulan untuk mencukupi kebutuhannya seperti membayar uang 
pendidikan bulanan, membayar sewa kamar kos dan berbagai 
kebutuhannya yang lainnya. Sebagai seorang gadis yang aktif dalam 
segala kegiatan, dan untuk menunjang beragam aktivitasnya, Alim 
mengakui bahwa ia membutuhkan uang tambahan. Oleh karena itu ia 
mencoba menjual jajanan ringan pada teman sekolah dan menjadi guru 
mengaji untuk menambah pendapatan. 
Qibtiyah adalah sosok wanita yang dengan ciri khasnya memakai 
kalung panjang dan gelang manik yang selalu menyertai outfit 
kesehariannya. Wanita kelahiran Yogyakarta ini selalu berusaha untuk 
mengerjakan laporan administrasi hingga selesai walaupun sudah usai 
masa kerjanya. Sebelumnya, Alimatul sempat duduk menjadi direktur 
Pusat Studi Wanita (PSW) pada Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014-2015. Qibtiyah juga dipercaya 
untuk memegang jabatan sebagai ketua dari Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Pimpinan Aisyiyah pada tahun 2015-2020. Dia juga 
menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah. Ia ikut memprakarsai gerakan wanita damai serta 
wanita anti ekstrimisme. Alimatul juga merupakan salah satu 
koordinator Agen Saya Wanita Anti Korupsi (SPAK). Beberapa tulisan 
karyanya terkenal dimana-mana, kebanyakan membahas terkait gerakan 
feminis, gender dan wanita. 
 
































Qibtiyah besar dalam lingkungan bibi dan pamannya yang giat 
bekerja serta bergotong royong satu sama lain. Menurutnya, hal tersebut 
itulah pendidikan ideal dan menjadi sebuah gagasan untuk kelahiran dari 
berbagai pikirannya setelah itu. Alimatul juga aktif dalam mengikuti 
pelatihan gender pada tahun 1997. Dalam tesisnya di S2 Psikologi Sosial 
UGM beliau mengkaji isu gender, dan telah selesai pada tahun 200012. 
2. DISKURSUS TENTANG MENJADI PEMIMPIN SHOLAT BAGI 
PRIA 
Alimatul Qibtiyah berpendapat bahwa diskursus wanita dalam 
berbagai term, yang terkait dengan status dan kedudukannya, sejak manusia 
diajarkan untuk mengenal Tuhannya melalui sebuah agama sampai pada 
peran para Nabi dan Rasul yang menjadi lokus utama, yang ditemukan 
justru wanita dalam konteks atraktif-diskriminatif dan dialamatkan 
langsung kepada kaum hawa, hanya menjadi bagian pelengkap atau 
dibahasakan secara lebih luas sebagai makhluk ciptaan Tuhan pada taraf 
kelas kedua (second class). 
Sangat sulit mempromosikan kesetaraan gender apabila feminisme 
gagal memahami paradigma, norma, dan nilai-nilai Islam. Gerakan 
kesetaraan gender memperoleh dukungan dan bagaimana mereka 
menghadapi hambatan- hambatannya. Dan gerakan neo-modernis di 
 
12 Alimatul Qibtiyah, “Komisioner Komnas Wanita”, https://jogja.idntimes.com/2019/12/23. 
Diakses 24 Juni 2021. 
 
































kalangan intelektual Muslim memberi kontribusi bagi para aktivis gender 
Muslim dalam membaca ulang teks- teks keagamaan, sementara gerakan-
gerakan revivalis memberikan tantangan- tantangan baru bagi mereka. 
Dengan cara ini, kita dapat melihat hal-hal yang mendasari beragam 
pergeseran dan perubahan persepsi mengenai gambaran terkait dengan 
wanita dan lelaki dalam satu bentuk relasi yang ideal, yang melibatkan 
legitimasi ajaran Islam di dalamnya. 
Ada beberapa kasus yang melingkupi wanita salah satunya yakni 
masalah wanita yang menjadi pemimpin dalam suatu jamaah shalat dengan 
laki- laki di dalamnya. hal tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi 
kalangan sarjana muslim terutama dari kalangan ulama dan pemikir Islam. 
Tentu kejadian ini pada satu sisi terkait dengan kedudukan seorang 
wanita ketika statusnya menjadi seorang pemimpin dalam shalat, apalagi 
sebagian dari orang-orang yang menjadi makmumnya adalah kaum pria. 
Maka otomatis yang menjadi perbincangan adalah sejauh mana dalil yang 
dijadikan dasar yang dapat dijadikan sumber untuk mengetahui latar 
belakang permasalahannya dalam memberikan jawaban terhadap kajian 
yang mengandung pro dan kontra tersebut. Dan pasti perdebatan pun tidak 
dapat dihindari dengan munculnya berbagai macam opini dan pendapat, 
baik yang melihat persoalan ini sebagai sebuah hasil ijtihad atau cuma 
sekedar perbuatan yang bukan-bukan dan tidak mempunyai dasar sama 
sekali yang dijadikan sebagai pegangan. 
 
































Otoritas wahyu dalam masalah ini jelas sekali tidak ditemukan dalil 
yang memberikan kewenangan seorang wanita untuk menjadi pemimpin 
dalam pelaksanaan shalat, apalagi yang menjadi makmumnya adalah kaum 
pria, yang justru wanita menjadi makmumnya. Tetapi disisi lain, hadis yang 
secara teori dalam metodologi pengambilan dan penetapan hukum Islam 
menduduki second stage setelah wahyu Al-Quran. Pendapatnya, seperti 
yang dimunculkan pada diskusi ushul fiqh, bahwa hukum Islam merupakan 
hukum yang secara langsung dari Allah SWT. Hukum Allah harus dari 
referensi wahyu dan kalam-Nya. Wahyu yang selama ini diyakini oleh umat 
Islam secara langsung dan akurat yakni Al-Quran. Sedangkan hadis hanya 
sebatas penjelas akan isi dari wahyu dan tidak seakurat al-Quran. Kalaupun 
hadis disebut wahyu, maka hadis dapat disebut sebagai wahyu yang tidak 
langsung, tingkatan kedua dan perspektif ketepatannya tidak terjamin. 
Menurut Qibtiyah pemahaman-pemahaman dari beberapa problem 
kesetaraan dalam Islam, hampir seluruhnya berpatokan pada terjemahan 
pemahaman dari beberapa surat Qur’an dan hadits yang membahas tentang 
wanita. Akibat perolehan wahyu yang berlangsung di abad kuno yang 
memandang bentuk kesimpulan secara umum, yang akibatnya 
pemahamannya mengarah pada membenci wanita,  yang meletakkan posisi, 
fungsi guna perolehan kesempatan moral wanita yang jauh berbeda dengan 
pria. 
Golongan tekstual juga berpegang pada keyakinan bahwa Islam 
merupakan agama yang sempurna. Jadi, sudah sepatutnya umat Muslim 
 
































meyakini apa yang sudah dipahami sebagai hasil baca terhadap Alquran 
untuk bisa dipraktikkan dalam kehidupan dunia saat ini. 
Gagasan mengenai kepemimpinan wanita atas pria atau kelompok 
campuran (wanita dan pria) telah lama mengundang kontroversi di antara 
banyak sarjana Muslim. Dalam ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, kepemimpinan dibicarakan di Quran Surat An-Nisa’ ayat 34 
yang artinya: 
“kaum Pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri). Karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka pria telah memberikan nafkah dari harta 
mereka. Maka wanita-wanita yang saleh adalah mereka yang taat (kepada 
Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah 
menjaga mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 
maka nasihatilah mereka,Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha 
Tinggi lagi Maha Besar (QS An-Nisa’ 4:34)”13. 
Dalam tafsir pertengahan dan klasik ayat tersebut dijadikan alasan 
untuk menggambarkan keunggulan pria atas wanita. Dalam bukunya 
Alimatul sendiri, mayoritas para sarjana literalis berargumen bahwa Al-
Quran menyatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin untuk pria, 
terutama berkaitan dengan masalah shalat. Mereka berpegang pada prinsip 
 
13 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus:Menara Kudus, 2006). 
 
































dalam Al-Quran bahwa pria mempunyai status lebih tinggi dibanding wanita 
dan pria adalah kepala keluarga karena mereka lebih sanggup dibanding 
wanita baik secara fisik maupun psikologis14. 
Selama ini terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa pria 
merupakan pemimpin bagi wanita. Keterangan tersebut disokong dengan 
pertimbangan dari QS. An-Nisa’ ayat 34. Para penafsir juga menegaskan 
jika istilah qawwam yakni pemimpin15, pendidik, dan pelindung. Dalam 
Tafsir al-Kabir dijelaskan bahwa Keunggulan seorang pria disebabkan oleh 
keutamaan daya pikir juga jasmaninya. Karena daya pikir pria melampaui 
daya pikir wanita dan usaha yang dilakukan seorang pria dalam bekerja 
lebih sempurna. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban besar yang di 
tanggungjawabkan pada seorang pria misalnya menjadi pemimpin, seorang 
guru, ulama’ dan lain-lain. Begitu juga dalam azan, shalat Jumat, yang 
semuanya itu tidak dimiliki oleh wanita. 
Penafsiran tersebut mengandung keterkaitan yang tidak sama dalam 
tafsir ayat secara keseluruhan. Pemikiran awal yang menguraikan terkait arti 
dari pemimpin, yang memaparkan posisi pria yang lebih tinggi dari wanita 
(superioritas). Pendapat selanjutnya mempunyai keterlibatan tentang 
 
14 Departemen Agama, Tafsir al-Qur’an al-Karim, jilid II; Ilyas, “Kodrat Wanita”; Najib, 
“Penciptaan Wanita, hlm. 35. 
15 Menerjemahkan qawwamun dengan “Pemimpin” yang berkonotasi struktural, memberikan 
pemahaman seolah-olah wanita itu selalu dan harus di bawah kepemimpinan pria. Lain halnya jika 
diterjemahkan sebagai “pelindung” yang berkonotasi fungsional. Dalam terjemahan Departemen 
Agama, qawwamun dalam ayat tersebut secara baku diterjemahkan “pemimpin” yang berkonotasi 
truktural. Lihat Departemen Agama, Al- Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 123. 
 
































serupanya antara posisi pria dengan wanita. Itulah sebabnya mengapa 
memilih penafsiran QS. An-Nisa’:34 yang layak untuk dikaji. Untuk 
menguraikan ayat tersebut memerlukan kejelasan makna. Kejelasan makna 
mempunyai hubungan yang melekat pada corak penafsiran dari zaman 
kontemporer. Pandangan mendasar pada tafsir kontemporer lebih condong 
berhubungan dengan makna dari ayat-ayat alquran terkait ide universalnya. 
Sehingga ketika ada ayat-ayat dari alquran yang dipandang kurang 
bersangkut-paut penafsirannya dengan kemajuan zaman, maka 
penerjemahan di masa sekarang ini berjuang untuk selalu menerjemahkan 
ayat alquran sesuai dengan antusias eranya. 
Pendekatan tekstual juga bisa dibilang sebagai proses mendalami 
naskah religi secara makna. Hal inilah yang melahirkan pemahaman yang 
sifatnya normatif serta tekstual termasuk petunjuk yang didapatkan dari 
beberapa tulisan awal, yakni Quran serta Hadis. Proses semacam ini lebih 
condong memandang rendah tulisan para alim atau kiai pada masa kini. Bila 
dijabarkan dengan teknik ini, arti dari bacaan atau ayat apa pun tidak 
menimbulkan masalah; seluruhnya disetujui seakan penjelasan tersebut 
tidak disusun dari anggota tetap maupun dalam periode historis secara 
khusus. Pemahaman secara keseluruhan dijadikan sebagai pemahaman yang 
disandarkan secara tersurat pada  pemahaman ketika awal kali ayat turun. 
Golongan literalis menyatakan jika pokok agama yang paling utama 
akan tetap selamanya serta pengetahuan terkait pokok agama tidak boleh 
diubah, walaupun masyarakatnya sudah berganti. Terkait pandangan 
 
































mereka, makna-makna yang diakui asli tersebut sungguh- sungguh benar 
dan berlangsung bagi seluruh abad dan di semua wilayah. Pendekatan 
terhadap teks dengan metode pembacaan yang sedemikian rupa 
mengakibatkan hadirnya otoritas makna tunggal yang cenderung 
menekankan hasil pemahaman yang kuat karena seragam, namun pada satu 
sisi menampakkan ketegangan akan perspektif lain yang mencoba untuk 
ikut masuk dalam pemahaman atas teks tersebut menuju ke pemahaman 
yang lain. Cara seperti ini yang menjadikan para feminis disebut sebagai 
misoginis karena hanya mengandalkan penafsiran tunggal yang dalam 
implementasinya menguntungkan pria. Kaum tekstualis menunjukkan 
dengan jelas suatu kegagalan umum untuk memahami kesatuan dasar Al-
Quran16. 
Mereka gagal memahami perbedaan antara prinsip-prinsip umum 
dan respons-respons khusus terhadap pelbagai peristiwa sejarah yang 
konkret dan partikular. Untuk mencari pemahaman yang padu tentang Al-
Quran, maka harus mempertimbangkan berbagai pandangan para pemikir 
Muslim, terutama pada periode awal, yang bisa dilacak pada bacaan al- 
Qur’an tersebut. 
Qibtiyah juga menekankan agar para pemikir tekstual bisa 
melakukan upaya perjuangan (yang bersifat sungguh-sungguh) yang 
 
16 W. A. Ghafur, Muqowim, dan A. Muttaqin, “Gerakan Gender: Studi lembaga-lembaga 
pemberdayaan wanita di Yogyakarta” (Yogyakarta: lembaga penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 
hlm. 84. 
 
































dikatakan sebagai cara dalam mempelajari arti sebuah bacaan yang 
bersangkut-paut di waktu dulu, dan mengandung perintah tertentu, untuk 
mengganti perintah tersebut beserta membatasi atau memperlebar atau 
bahkan memadukannya dengan teknik bermacam-macam sehingga keadaan 
yang baru bisa diselesaikan dengan jalan keluar yang baru juga. 
B. KONTEKS PEMIMPIN SHOLAT MENURUT SITI RUHAINI 
DZUHAYATIN 
1. BIOGRAFI SITI RUHAINI DZUHAYATIN 
Siti Ruhaini Dzuhayatin ialah seorang tokoh pergerakan kelahiran 
17 Mei 1963 di pemerintahan Blora, Jawa Tengah. Ia adalah Guru Besar 
Sosiologi Hukum, HAM dan Hukum, Gender dan Hukum pada Fakultas 
syariah dan Hukum serta pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Bukan hanya itu, ia juga mengajar mata kuliah serupa di Fakultas 
Hukum UGM, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) 
UGM dan Universitas lainnya di Indonesia Serta di Luar Negeri 
misalnya Emory University, South Carolina University dan lain-lainnya. 
Kemauannya untuk mandiri terinspirasi dari sang bunda yang 
berprofesi sebagai pendidik. “wong wedok kudu duwe duit dewe. Paling 
ora kanggo kebutuhane dewe. Dadi, yen arep tuku wedak, ora kudu 
njalok bojo (Wanita harus punya uang sendiri, minimal untuk kebutuhan 
sendiri. Jadi, mau beli bedak tidak perlu minta suami. Biar tidak 
disepelekan karena bergantung hidup sepenuhnya pada suami)”. 
 
































Urgensi akan kesadaran gender lahir dari budaya ketika nyantri di 
Pondok Pesantren Pabelan Magelang, tempat dirinya belajar ilmu 
tentang Islam. Hal ini membuat perbedaan dan sering menyebabkan 
penurunan status wanita. Siti tidak menganggap Islam meminoritaskan 
wanita meski praktik sosial memunculkan cerita duka wanita akan 
perceraian serta poligami. 
Siti Ruhaini Dzuhayatin tumbuh dari kalangan moderat 
Muhammadiyah, organisasi besar NU dan Muhammadiyah juga riwayat 
pendidikan yang baru dan menghargai perbedaan mazhab maupun 
perbedaan golongan. Penelitian akademisnya tentang Islam, isu gender 
dan Hak Asasi Manusia diperkuat dengan partisipasinya di Pusat Studi 
Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dari 2002 
sampai tahun 2007, ia menjadi direktur pada program kesetaraan wanita 
di Perguruan Tinggi Islam. Dari perjuangan itulah Siti mendapatkan 
sebutan “Ibu Gender”, campuran pujian dan penghinaan, tetapi ia tidak 
diam saja. Ia dianugerahi Penghargaan Menteri Agama tahun 2010. 
Dikenal dengan prinsip “al ilmu bila ‘amalin ka syajari bila 
tsamarin” (ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah) yang 
diimplementasikannya menjadi kecerdasan dan aktivitas, membuatnya 
untuk menyamaratakan antara lingkungan akademis dengan 
keikutsertaannya dalam aktivitas sosial. Selain perannya sebagai 
narasumber untuk kajian Gender, Feminisme, Islam dan Hak Asasi 
Manusia, ia terlibat dalam kerja praktik dengan Rifka Annisa Women’s 
 
































Crisis Center, sebuah organisasi yang bekerja untuk perlindungan 
wanita korban kekerasan yang pertama dan menjadi standar bagi 
pemerintah dan organisasi lain di Indonesia dan Negara-negara lain, 
khususnya mengembangkan pendekatan keislaman, gender dan 
kebijaksanaan. 
Siti Ruhaini merupakan satu- satunya anggota Majelis Pendidikan 
Besar Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 2010 sampai 2015, 
yang mengelola lebih dari 100 Perguruan Tinggi yang dipunyai 
Muhammadiyah. Ruhaini begitu mencermati perjuangan hak beragama 
untuk mahasiswa non Islam, hal ini terbukti ketika ada semacam 
perayaan natal di daerah Kampus Universitas Muhammadiyah di daerah 
Indonesia Bagian Timur, yakni di Kupang dan Papua. Tidak cuma itu, 
dia merupakan seseorang aktivis serta salah satu founder (pendiri) 
Komunitas Indonesia Demokrasi( KID) pada tahun 2004 hingga saat ini 
yang diawali oleh pemimpin demokrasi Indonesia semacam Ignas 
Kleden, Thamrin Tamagola, Daniel Sparingga. Anita Lie, Asmara 
Nababan, Abdul Hakim, Garuda Nusantara dan pengembangan serta 
memantapkan demokrasi di tingkatan politik lokal selaku gambaran 
demokrasi yang sesungguhnya. 
Kiprahnya baik di dalam serta di luar negeri telah membawanya 
mewakili Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) selaku 
komisioner pada Independent Permanent Human High Commission of 
Organization of Islamic Cooperation (IPHRC- OIC),“ Komisi Hak 
 
































Asasi Manusia Komite Independen Tingkatan Besar Organisasi Kerja 
sama Islam”. Dia membawahi 75 anggota serta terpilih selaku pimpinan 
panitia dari tahun 2012 sampai 2014 serta terpilih kembali selaku 
anggota panitia yang sama pada periode selanjutnya pada tahun 2014- 
2016. Selaku pimpinan, dia berupaya untuk membawa pelajaran serta 
aplikasi terbaik Indonesia selaku negeri yang cukup berhasil 
menyelaraskan antara Islam, demokrasi dan hak asasi manusia. Serta 
dinobatkan selaku negeri Muslim yang sangat demokratis di dunia, atas 
prestasinya tersebut Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 
Yogyakarta menganugerahkan Penghargaan Dosen Berprestasi 
Tingkatan Internasional kepadanya pada tahun 201817. 
2. PRIA DAN WANITA DALAM ISLAM 
Kesetaraan gender adalah wacana klasik dari sebagian besar 
masyarakat Islam, termasuk akademisi, pakar, politisi dan pegawai 
negeri. Walaupun wacana ini sudah ada sejak lama, namun perdebatan 
gender masih senantiasa hangat dalam setiap masa dengan berbagai 
topik yang baru maupun pembahasan lama yang hanya diperbarui. Hal 
ini memperlihatkan bahwa wacana ini senantiasa memantik perhatian 
untuk didiskusikan. 
 
17 Siti Ruhaini Dzuhayatin, “ Ahli Studi Gender”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/. Diakses 24 Juni 
2021. 
 
































Berbicara tentang wanita beserta problem yang melingkupinya 
seakan- akan tidak ada pangkal ujungnya, kehidupan mereka sekan 
mempunyai keahlian tersendiri untuk didiskusikan, umumnya masalah 
ini mengandung keluh kesah hidup yang tidak sepadan. Baik pada 
lingkungan sekitar, kepemimpinan maupun ekonomi budaya, juga 
dalam tataran ubudiyah sekalipun, budaya patriarki masih sangat kental 
terasa. 
Begitu kentara di lingkungan sekitar masih menjamur percakapan 
soal problem tentang wanita, khususnya tentang hal-hal fundamental 
yang melekat padanya yang sering dilupakan, dimarginalkan serta tak 
ayal kerap ditindas sistem-sistem kehidupan. Situasi seperti ini menjadi 
sumber ketidakadilan di kalangan wanita. Bermacam diskursus dan 
seminar berlangsung di setiap tempat guna untuk menemukan solusi atas 
terjadinya kepincangan keadilan yang menimpa kaum wanita. Secara 
tidak sadar, ternyata ada jalan buntu yang membuat sulit untuk 
membedakan antara sistem agama dan budaya, di mana kedua sistem 
tersebut sama-sama mempunyai energi yang cukup kuat atas 
terbentuknya subordinasi dan penindasan terhadap wanita18. 
Kenyataan sosial menunjukkan sangat banyak kontroversi di 
lingkungan umat manusia terutama dalam Islam, para ulama, atas 
kebebasan status wanita di sektor publik. Kontroversi tersebut bermula 
 
18 Husein Muhammad, Fiqh Wanita-Refleksi Kiai Atas Wacana Dan Gender (Cet. 1: Yogyakarta: 
LkiS, 2001), hlm. 146. 
 
































dari keunggulan kaum pria dibanding wanita yang melibatkan dua hal, 
antara lain: bidang keilmuan, akal pikiran dan kemampuan. Ini berarti 
bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan laki- laki melampaui wanita dan 
pria dinilai lebih paripurna melalui kerja fisik. Kemudian hadirnya 
gerakan feminisme dikaitkan dengan adanya kesadaran untuk 
memangkas sama sekali terhadap segala macam bentuk diskriminasi 
atas golongan wanita, baik dalam wilayah keluarga maupun sekitar serta 
perilaku yang disengaja oleh pria maupun wanita bisa saja mengubah 
situasi tersebut19. 
Kenyataan dalam interaksi keseharian di sekitar yang menghargai 
ketidaksamaan posisi baik pria maupun wanita, sebenarnya terdapat 
aspek aksiologis akan perilaku dan aturan pembeda antara keduanya. 
Mayoritas orang tampaknya memiliki pandangan yang berbeda tentang 
peran mereka pada interaksi sosial, karena bila ada yang melanggara 
aturan yang telah disepakati maka pelanggar akan mendapatkan sanksi 
moral maupun pidana oleh lingkungan mereka. 
Siti Ruhaini Dzuhayatin menegaskan bahwa persoalan wanita 
merupakan salah satu perhatian terbesar, entah yang bermakna teori 
maupun implementatif. Sebab, dari perspektif keislaman, lahirnya 
tindakan sosial terhadap wanita secara tidak semestinya pada praktik 
Islam secara seharusnya. Tidak sekedar itu, bahkan di kalangan wanita 
 
19 Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan 
Relevansinya (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 66. 
 
































sendiri, ada yang memandang dirinya sebagai manusia yang berbau non-
Muslim, bahkan dari kalangan wanita sendiri. 
Diluar permasalahan sebelumnya, kenyataannya kehidupan tetap 
ada kekurangan terkait asumsi ajaran Islam. Di kalangan masyarakat 
pada umumnya, terdapat pemikiran dan anggapan dalam masyarakat 
melalui pemahaman atas dasar-dasar Islam yang memposisikan pria 
lebih tinggi urgensinya dari wanita, khususnya dalam aspek politik.  
Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa topik tentang wanita 
serta problem keadilan misoginis hingga detik ini tetap senantiasa 
hangat diperdebatkan, khususnya apabila menyangkut ajaran keislaman, 
dimana wanita menempati tempat penting dalam berbagai bidang 
sejarah Islam. terkait dinamisme kehidupan sosial beserta segenap 
problem yang melingkupinya. Hal tersebut bisa terlihat pada tindakan 
segenap aktivis dan sarjana Muslim, melalui berbagai lingkaran diskusi 
dan kelompok berbasis agama yang menjadi pusat sosialisasi dan 
pembentukan wacana kesetaraan gender ini20. 
Terkadang agama menjadi sistem dilema. Sebab dalam 
kenyataannya. Agama sering menghadapi masalah yang kompleks, 
tidak hanya kesulitan yang dapat diselesaikan dengan cara tertentu, 
tetapi juga berhadapan dengan problem sulit karena ditanggapi “ya” 
 
20 Cahya  Wahyu Septi, “Book Review: Peran Ormas Wanita terhadap Kebangkitan Peradaban 
Islam,” Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, hlm. 102. 
 
































tetap salah, ditanggapi “tidak” masih tetap salah. Beberapa dilema 
agama, di satu sisi harus menjaga kredibilitas kitab suci, dan di sisi 
satunya mesti berproses pada dinamisme masa. Di fenomena tertentu 
yang melibatkan tulisan religius (Al-Quran dan Hadis) seakan 
“ketinggalan” masanya maupun sudah kurang “nyambung” jika 
dihadapkan pada realitas beberapa lingkungan. Contohnya tentang 
wanita sebagai kepala dalam masyarakat. Realitasnya An-Nisa ayat 34 
selalu dipergunakan sebagai aturan ketidakbolehannya, disokong hadis-
hadis dengan muatan patriarki. Tidak mengherankan apabila pertanyaan 
tentang posisi wanita dalam agama senantiasa menarik. 
Kontroversi wacana gender di Muhammadiyah, ada dua asumsi 
yang mendasari perbedaan wacana gender, yakni: kesetaraan dan 
perbedaan pria dan wanita. Siti Ruhaini Dzuhayatin21 membuka pidato 
tentang kesetaraan gender secara tertulis di kalangan Muhammadiyah. 
Dia mengatakan bahwasanya, kesetaraan merupakan sebuah ketetapan 
akan relasi antar gender dalam Islam. Ada empat prinsip kesetaraan 
antara wanita dan pria dalam Al-Quran.  Pertama, kesetaraan sebagai 
makhluk hidup. Kedua, kesamaan keharusan untuk menyembah Allah. 
Ketiga, wanita serta pria merupakan makhluk yang memiliki misi untuk 
 
21 Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam “Fiqh dan Permasalahan Wanita Kontemporer” dalam Ki Hajar 
Dewantoro (ed.), Rekonstruksi Fiqh Wanita Dalam Peradaban Masyarakat Modern (Yogyakarta: 
Ababil), hlm. 52. 
 
































mengolah dunia. Keempat, penyajian lengkap gagasan ini masih relatif 
baru dan sedikit diketahui Muhammadiyah. 
Di zaman sekarang, pembebasan wanita maupun kesetaraan gender 
yang menghendaki adanya posisi yang sejajar dengan kalangan pria. 
Seperti kita tahu, mayoritas pemimpin yang sudah dijelaskan pada 
karya-karya klasik maupun kontemporer ialah pria. Sedangkan jika 
terdapat pemimpin wanita pada shalat berjamaah, lantas bagaimana 
Islam menanggapi mengenai aturan wanita sebagai pemimpin shalat 
dengan aneka jenis jamaah. 
Menyoal masalah ini, Ruhaini memiliki perbedaan mendasar dalam 
pandangan tiga distributor wacana tersebut atas kedudukan wanita dan 
pria dalam fiqih, khususnya di bagian pemimpin shalat yang merupakan 
rujukan dengan urgensi tinggi. Ketetapan pemimpin sholat bagi pria 
tetap utuh sejak sejak berdirinya persyarikatan Muhammadiyah. 
Masalah tersebut timbul melalui kalangan pembaruan kritis yang 
mempermasalahkan landasan normatif tersebut akhir 1990-an yang 
menumbuhkan perbedatan22. 
Menurut Siti Ruhaini, kelompok progresif mempunyai perspektif 
tersendiri, wanita boleh serta dapat memimpin ibadah dengan tetap 
tanpa memperdulikan komposisi makmum. Pendapat kelompok 
 
22 ‘Fikih Wanita dalam Perspektif Muhammadiyah’ dalam Musyawarah Nasional ke-27 Majlis 
Tarjih Muhammadiyah Muktamar ke-46 di Malang pada 1-4 April 2010, hlm. 279. 
 
































progresif tersebut, berdasarkan dari Pemimpin an-Nawawi dari Abu 
Tayyib pada al-majmi’: 
“Abu Tsaur dan al-Muzani serta Ibnu Jarir berkata, sah shalat pria 
bermakmum kepada wanita” 
Pemikiran serupa ini didasarkan pada penulis kitab Sunan Abu 
Dawud yang juga diambil oleh As-San’ani sebagai dasar, dengan 
mengutip pandangan Pemimpin Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, 
Pemimpin Abu Saur, Pemimpin Daud Zahiri dan Muzani Al-Pemimpin 
yang beranggapan diijinkannya wanita sebaggai pemimpin untuk pria 
tanpa aturan tertentu. 
Pandangan dari kelompok progresif ini mempunyai landasan pada 
konflik problem muamalah yang terjadi era Ahmad Dahlan saat 
mendirikan langgar estri (Musholah wanita) yang tidak langsung 
mengangkat kebutuhan religi wanita priyayi Jawa dengan slogan dasar 
swarga nunut neraka katut. Pendirian mushollah tersebut bisa dimaknai 
sebagai kemandirian spiritual oleh wanita. Perubahan kepercayaan ini 
memberikan wujud atau petunjuk bagi perilaku yang membuka tugas 
umum wanita. Tapi, perspektif tersebut tidak seluruhnya menyelesaikan 
kegamangan tentang pembeda antara wanita dengan pria dalam posisi 
praktik dengan kesamaan pemahaman ketika dihubungkan terkait 
kepemimpinan dengan keterikatan ganjaran yang merupakan nilai 
ajaran. 
 
































Pembangunan Mushollah wanita memiliki dua landasan utama 
tentang aturan kesetaraan, apakah usaha ini bisa dianggap ‘langkah 
pertama’ mengarah pada kesetaraan rohani dengan tingkatan yang 
tersedia ataukah impian kesetaraan itu sendiri? Golongan modern serta 
literalis percaya bahwa pembangunan musholla untuk wanita serta 
melaksanakan jamaah Jumat bagi wanita adalah puncak dari 
pembebasan spiritual wanita yang digagas oleh Ahmad Dahlan. Hal itu 
pernah diungkapkan Yunahar Ilyas dalam forum diskusi terkait masalah 
gender dan Islam23. Oleh karena itu, menurut Ahmad Dahlan selama pria 
aman dan menutup mata serta menjauhi khalwat (berdua-duaan), wanita 
boleh mengajarinya24. 
Dalam tingkatan spiritual, pria mempunyai kedudukan terbaik yang 
berhubungan dengan unsur teologis. Ada dua sunnah Nabi yang 
menjelaskan dua fakta yang berseberangan. Salah satu hadis 
menekankan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin shalat bagi 
pria. Di sisi lain, hadis lain menyiratkan kebolehan wanita untuk 
menjadi pemimpin shalat yang dinisbatkan oleh Ummu Waraqah. 
Perdebatan di atas juga mengemuka pada Musyawarah Nasional Majelis 
Tarjih tahun 2010 yang pada akhirnya mengizinkan pemimpin wanita 
untuk shalat bersama pria dalam keadaan tertentu dan dalam keadaan 
terbatas. Tidak ada kriteria untuk memaknai suatu situasi tertentu, tetapi 
 
23 Diskusi di Yogyakarta, hlm. 280. 
24 Sutrisno Kutoyo, Kiai Haji Ahmad Dahlan...,hlm. 243. 
 
































hanya diberi contoh istri pengetahuan agama dan bacaan alqurannya 
lebih fasih boleh menjadi pemimpin bagi suami dan anak-anaknya. 
Menurut As’ad, dari sudut manhaj (metode pengambilan keputusan) 
Majelis Tarjih sebenarnya tidak memiliki batasan syar’iyah bagi 
pemimpin wanita yang shalat dengan pria. Keberatan dari kelompok 
yang melarang tersebut didasarkan pada pertimbangan sosial yang 
kurang nyata terkait pendapat bahwa pemimpin wanita bagi pria dapat 
menimbulkan masalah syahwat25. Jalan tengah ini dipandang paling 
moderat sehingga Muhammadiyah tidak terkesan terlalu radikal yang 
berdampak pada ketegangan dengan kelompok Islam lain, baik secara 
nasional maupun Internasional26. 
Secara metodologis dua hadis tersebut dimungkinkan terjadinya 
penyetaraan spiritual pada batasan maksimal bahwa wanita boleh 
menjadi pemimpin pria seperti dilakukan Amina Wadud di Amerika 
Serikat. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memaksimalkan upaya 
progresif Ahmad Dahlan untuk kesetaraan spiritual, seperti yang 
dilakukan Amina Wadud? Atau memang sejak awal pendirian langgar 
estri hanya dimaksudkan untuk memperluas ranah spiritual tanpa 
bermaksud mengubah tingkatan spiritual yang sudah sebanding. 
 
25 Lampiran Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Pimpinan Pusat 2010, hlm. 282. 
26 Lampiran Munas Tarjih Muhammadiyah, hlm. 282. 
 
































Pertanyaan di atas sangat erat kaitannya dengan dua pendekatan 
terhadap reformasi Ahmad Dahlan, yaitu pendekatan instrumentalis 
yang menganggap bahwa reformasi ini bersifat final, baik manhaj 
(metode) dan ghoyah (tujuan) yang harus dilestarikan sebagai identitas 
Muhammadiyah yang permanen. Pada wacana yang berdasarkan nalar 
terkait agama, telah banyak diikuti oleh kelompok moderat dan 
tekstualis. Itulah mengapa Azyumardi Azra menunjukkan selama 
perjalanannya bahwa Muhammadiyah terjebak dalam salafisme yang 
berhenti dengan menolak proses kepercayaan struktur dan organisasi 
yang diperlukan untuk menopang modernitasnya27. Adapun pendekatan 
kedua adalah pendekatan substantif yang meyakini bahwa usaha keras 
Ahmad Dahlan ditujukan untuk mewujudkan Islam yang sejati, tetapi 
karena strategi dan metode bersifat waktu dan kontekstual, maka mereka 
dapat berubah, berubah dalam menanggapi perubahan dalam konteks 
sosial. 
Kericuhan terkait pemimpin shalat wanita pada pria usai tahun 2010 
pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih menjelang muktamar yang 
menandai reformasi teologis yang paling progresif dalam sejarah satu 
abad Muhammadiyah. Wanita dapat menjadi pemimpin shalat pria jika 
memenuhi persyaratan keluasan pengetahuan tekait Islam dan kefasihan 
melafalkan ayat- ayat Quran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
 
27 Azumardi Azra, “Mengkaji Ulang Modernisme Muhammadiyah”(2000), hlm. 22. 
 
































tidak ada lagi halangan Syar’i terhadap pemimpin shalat karena 
argumentasi kalangan arus utama lebih bersifat sosio-psikologis semata. 
Mereka berargumen bahwa jika pemimpin shalat dalam jamaah terbuka, 
dikhawatirkan akan mengganggu pria yang 60 kali lebih besar 
seksualnya dari pada wanita28. 
Kelompok progresif kritis tidak mewajibkan wanita menjadi 
pemimpin sholat secara menyeluruh untuk menjauhi perlawanan yang 
sangat berat sebagaimana berlaku pada pertemuan-pertemuan dahulu 
yang menggulingkan kepemimpinan wanita di Muhammadiyah. 
Kemudian golongan tersebut menyetujui penetapan terkait pemimpin 
shalat wanita bagi pria yang mana tidak diuraikan secara jelas seperti 
halnya dalam status keluarga. Sebagian anggota menunjuk persoalan 
Amina Wadud selaku perkara khusus dan pada status Amerika dimana 
Islam merupakan minoritas, dimana wanita menjadi pemimpin shalat 
untuk suami dari keluarganya, mualaf dan lain-lain. Bagi kelompok ini, 
keputusan pemimpin shalat wanita tidak dipertanyakan dalam ratusan 
tahun bahkan berabad-abad, termasuk pelopor modernitas Islam yakni 
Qosim Amin dan Abduh. Ketentuan tersebut menanggapi keprihatinan 
golongan progresif bahwa pembentukan langgar estri hanya awal terkait 
cara peningkatan rohani wanita yang pada dasarnya mengarah pada 
kesamaan kerohanian dengan pria secara mendasar. 
 
28 Perdebatan dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih se Indonesia ke-27 di Malang pada 
tanggal 1-4 April  2010, hlm. 284. 
 
































Lebih lanjut, kajian Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah terkait kepemimpinan wanita diwujudkan dalam 
kajiannya tentang kepemimpinan wanita dalam hal ibadah (khususnya 
hukum wanita menjadi pemimpin shalat di kalangan jamaah pria), kajian 
Muhammadiyah yang memperlihatkan kecenderungannya terhadap 
kesetaraan wanita dengan pria, dan ini merupakan masalah yang paling 
krusial dan menyebabkan perdebatan sengit di antara kelompok-
kelompok yang telah melarang dan memperbolehkannya. Perdebatan 
kemudian dapat berakhir dengan konsensus bersama bahwa, hukum 
umum pemimpin shalat merupakan pria. Dalam konteks tertentu wanita 
boleh menjadi pemimpin shalat bagi pria dewasa. 
Meskipun hukum wanita mengpemimpini shalat jamaah yang 
terdapat kaum pria di dalamnya menyisakan kontroversi yang cukup 
meluas di kalangan para Fuqoha, mayoritas ulama telah tegas 
melarangnya dan hanya sebagian kecil saja yang memperbolehkan, itu 
pun hanya terbatas pada ranah khusus seperti dalam rumah-tangganya 
sendiri yang hanya dihadiri mahramnya saja. Tetapi terdapat tiga ulama 
klasik yang secara tegas mempersilahkan wanita untuk jadi pemimpin 
salat meski jamaahnya ada kalangan pria, diantaranya ialah Ibnu Jarir 
at-Thabari, Abu Saur Al-Muzani. Sedang di Tanah Air sendiri, terdapat 
Profesor Hasbi ash-Shiddiqi yang cenderung ikut paham ini. Oleh sebab 
itu, masih besar kemungkinan adanya upaya sebagian besar tokoh atau 
ulama yang kekeh untuk mendobrak paham yang melarang wanita jadi 
 
































pemimpin shalat pria rasanya masih hendak menemui pembatas, sebab 
aliran atau mazhab-mazhab hukum Islam melarang wanita jadi 
pemimpin untuk kalangan pria. 
 


































KAJIAN PEMAHAMAN TEKS MENURUT GADAMER 
A. MENGENAL HANS-GEORG GADAMER 
Hans Georg Gadamer merupakan filsuf yang berkebangsaan Jerman 
ini dilahirkan pada 11-2-1900. Kemudian wafat di Heidellberg tanggal 13-
2-2002. Dia adalah seorang filsuf Jerman, terkenal dengan karyanya yang 
abadi Truth And Methode. Bapaknya ialah seorang profesor sains. Gadamer 
keturunan dari keluarga Protestan, tidak terlalu agamis. Saat itu, ilmu 
(wissenschaft) dan kulture (budaya) terkadang menyenangkan dan 
terkadang bertentangan. Ayahnya juga mencoba memperkenalkan Gadamer 
dengan sains yang ia yakini penting daripada sekedar ilmu sosial. Disisi lain, 
Gadamer sendiri sudah tertarik dengan humaniora, khususnya sastra, sejak 
kecil. 
Hans-Georg Gadamer belajar Filsafat dengan Nikolai Hartman dan 
Martin Heidegger. Ketertarikan Gadamer pada filsafat menyebabkan 
kesuksesan Gadamer tidak hanya sebagai seorang filsuf tetapi juga sebagai 
hermeneut yang terkenal. Gadamer menerima penghargaan pada usia 102 
tahun, dan aktif terlibat dengan pengembangan sains dalam spesialisasi 
filsafat, dengan budaya Jerman sebagai motivasinya. Keseluruhan proses 
tersebut terjadi tahun 1914 hingga tahun 1989. Gadamer juga mengeluarkan 
tulisannya tentang tanggapannya terhadap tulisan Aristoteles yang meliputi 
fisika, polotik, sofistik, dan platonik. Gadamer tentu saja sangat 
 
































Heideggerian, tetapi tidak seperti Heidegger yang terkenal dengan Nazidan 
aktivitas politik mereka. Gadamer tidak pernah sekalipun memihak Nazi, 
tidak pernha ikut serta dalam kegiatan politik selama kepemiminan Reich 
III,serta tidak mengikuti partai politik manapun. 
Pada tahun 1937, Gadamer dianugerahi penghargaan terbaik dari 
universitas sebagai profesor. Dan setelahnya Gadamer menempati posisi 
sebagai pimpinan Universitas Leipzig Jerman serta tetap tidak pernah 
bersentuhan dengan Nazi. Dirinya menemukan Heidegger dan menjalin 
hubungan intelektual di Jerman29. 
B. KONSTRUKSI PEMIKIRAN GADAMER 
Di dalam dunia filsafat, jika mendengar nama “Gadamer”, maka 
orientasi kita tertuju pada bidang ilmu yang disebut hermeneutika. Memang 
benar, keterpusatan refleksi kritis filosofis Gadamer tertuju pada bidang 
tersebut. Berbicara mengenai hermeneutika, seorang filosof jerman yang 
menggagas filsafat hermeneutika dalam kerangka postmodern, Hans-Georg 
Gadamer telah melahirkan karyanya: Truth and Method. Cukup banyak 
karya-karya yang berhasil ditorehkan oleh Gadamer. Akan tetapi, sekali 
lagi, Truth and Method adalah magnum opus yang berhasil mengangkat 
nama Gadamer menjadi seorang filosof hermeneutika modern ternama. 
Dalam Truth and Method yang diterbitkan tahun 1960 Gadamer 
membagi pokok bahasannya menjadi tiga bagian, yakni seni, sejarah (atau 
 
29 Jean Grondin, Hans-Georg Gadamer, hlm. 29. 
 
































dapat juga dimaksudkan ilmu-ilmu kemanusiaan), dan bahasa. Seni yang 
dibahas oleh Gadamer dapat dibagi menjadi dua pokok. Pertama, dalam kata 
pengantar edisi kedua Gadamer menekankan bahwa yang dimaksud seni 
adalah bukan seni memahami sebagai keterampilan atau metode untuk 
memahami sebagaimana yang dimaksud oleh para pendiri hermeneutik 
sebelumnya. Pembahasan ini akan diulas lebih rinci pada bagian 
selanjutnya. Kedua, pemahaman Gadamer tentang seni bukan sesuatu yang 
dapat didekati dengan akal budi atau lebih tepatnya pada ilmu-ilmu 
pengetahuan yang cenderung mencari objektivitas, melainkan lebih bersifat 
subjektivitas. 
Bagian kedua yang diulas dalam Truth and Method adalah sejarah. 
Sejarah yang dimaksud bukan sejarah peristiwa masa lampau atau kejadian-
kejadian yang telah berlalu, melainkan sejarah dipahami sebagai 
“kontekstualisasi sejarah”. Hal ini dapat dilihat dalam pemikirannya tentang 
sejarah pengaruh, peleburan cakrawala (horizon). Pemulihan prasangka dan 
otoritas serta tradisi30. Terakhir dalam karya Truth and Method Gadamer 
mengulas mengenai bahasa. “bahasa” dimengerti tidak hanya sebagai “alat” 
tetapi lebih pada ranah ontologi31. Pembahasan mengenai “bahasa” tidak 
diperdalam di dalam tulisan ini. Tulisan ini akan menggali dan mencoba 
untuk menjernikan bagian kedua Truth and Method dapat dimunculkan pada 
 
30 Jean Grondin, Sejarah Hermeneutik: Dari Plato sampai Gadamer, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2007, Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir, hlm. 27. 
31 Rangkuman singkat bagian ketiga Truth and Method dapat dilihat pada K. Bertens, hlm. 24. 
 
































pembaca. Tetapi demikian, hal itu bukan berarti bahwa bagian ketiga bukan 
merupakan salah satu unsur atau aspek yang menopang bagian-bagian 
sebelumnya. 
Seperti yang telah diulas sebelumnya bahwa “seni” dalam 
pengertian Gadamer berbeda dengan Schleimacher. Hermeneutik 
Schleimacher menekankan pada “seni” dan Hermeneutic Dilthey 
menekankan pada “metode”. Sekalipun Dilthey mencoba untuk 
“menyingkirkan” positivisme dalam disiplin suatu ilmu, Gadamer 
membuktikan kedua tokoh tersebut masih terbelenggu pada ruang lingkup 
positivsm itu sendiri. Dengan demikian, Gadamer mengeluarkan tesisnya 
bahwa memahami merupakan kemampuan universal manusia. Itulah 
mengapa hermeneutik Gadamer disebut juga dengan Hermeneutik Filosofis. 
Gadamer mengikuti alur pikir Heidegger yang berpandangan bahwa 
manusia (Dasein) merupakan makhluk memahami. Artinya, memahmi 
merupakan situasi dan kondisi yang paling fundamental dari eksistensi 
manusia. Untuk menjelaskan konsep Gadamer terkait hermeneutik 
filosofisnya, dalam bagian ini secara sederhana aan mengulas pokok 
pemikirannya secara sistematis seperti bildung, sejarah pengaruh prasangka 
dan otoritas serta tradisi, Fusi Horizon, dan Aplikasi. 
Untuk memulai bagaimana pemikiran Gadamer tentang 
“memahami” secara sistematis, maka konsep bildung dapat mengawalinya. 
Gadamer menyatakan, istilah bildung yakni hal yang batiniah, yakni jalan 
 
































nalar kita sendiri yang berhubungan antara sains terkait semua upaya sosial 
dan intelektual ke dalam sensibilitas (kemampuan merasakan) dan karakter. 
Mulanya bildung itu merupakan ‘berbagai sejarah’ yang pada langkah 
perolehannya memciptakan personal diri sebagai yang ideal32. 
Gadamer menegaskan bahwa kesadaran sejarah dan sejarah 
pengaruh memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ketika seorang 
peneliti sejarah menjalankan penelitiannya, ia seolah-olah berada “di luar” 
sejarah tersebut. Ia dan sejarah yang ditelitinya memiliki jarak, sehingga 
kesempatan untuk mencapai objektifitas menjadi mungkin. Akan tetapi, 
menurut Gadamer, tidak mungkin seorang peneliti sejarah mendapatkan 
hasil yang objektif, meskipun peneliti sejarah tersebut memiliki jarak antara 
objek sejarah yang ditelitinya, ia tetap juga selalu berada di bawah pengaruh 
situasi sejarahnya (zamannya) sendiri33. 
C. TEORI PEMAHAMAN GADAMER 
Gadamer menegaskan dalam teorinya, bahwa membaca dan 
memahami sebuah teks pada hakikatnya yakni melakukan dialog dengan 
teks itu sendiri, dari aktivitas dialog itulah kemudian dapat tercipta adanya 
sebuah sintesis dalam entitas teks, atau dengan kata lain, penulis teks 
(author) dan pembaca (interpreter) meleburkan horizon antar suatu dengan 
yang lainnya. Karena itulah horizon penulis dan horizon pembaca harus 
 
32 E. Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 191-
194. 
33 Poespoprojo, Hermeneutika, bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 19. 
 
































menjadi bahan pertimbangan dalam setiap pemahaman atau pemaknaan 
sebah teks, oleh karena setiap masing-masing (author dan pembaca) 
memiliki karakteristik yang berbeda dengan pertimbangan yang 
berkesinambungan. 
Lalu bagaimana agar sebuah penafsiran (interpretasi) bisa 
mendapatkan pemahaman yang maksimal? Sehubungan dengan hal itu, 
Gadamer mengajukan beberapa teori yang bisa kita simak, diantaranya 
sebagai berikut ini. 
Pertama, sebelum memberi putusan atau kesimpulan terhadap suatu 
pemaknaan yang harus diperhatikan adalah “prasangka hermeneutik”, 
yakni, pada aktivitas mencermati teks harus dilaksanakan dengan kritis serta 
teliti. Karena teks yang tidak dicermati serta diintegrasikan dapat merusak 
pengetahuan pembaca. Namun hal tersebut memiliki beberapa kesulitan 
karena minim untuk bisa menghadirkan identitas dari teks tersebut.  
Selanjutnya, “lingkaran hermeneutik” dan “bisa hermeneutika” 
Gadamer tampaknya hanya langkah pertama agar dapat mengetahui teks 
dengan cermat. Dia sebenarnya ingin menitik beratkan pada perlunya 
“pemahaman”. Baginya, pemahaman adalah proses siklus. Untuk mencapai 
pemahaman, seseorang harus memulai dengan pemahaman pula. Misalnya, 
untuk memahami teks, kita harus mempunyai peahaman awal terkait teks 
(pra pemahaman). Semisal tidak demikian, maka mustahil rasanya kita bisa 
memahami teks secara komprehensif. Namun di sisi lain, dengan membaca 
 
































teks, pemahaman awal menjadi nyata. Proses Gadamer ini disebut “siklus 
hermeneutika”. Namun, jika kita membaca teksnya, kita tidak dapat 
menyimpulkan bahwa akan muncul lingkaran. Lingkaran ini sebenernya ada 
pada tingkatan paling dasar. Lingkaran ini menandai keberadaan manusia. 
Hanya dengan mengetahui lingkungan serta personal diri terlebih dahulu, 
lalu untuk menyadari keberadaan kita sendiri, kita dapat “memahami” 
dunia. “bias hermeneutika” serta “lingkaran hermeneutika” yang disebutkan 
Gadamer sebelumnya berarti anggapan jika, seorang penafsir tidak 
berangkat dengan pemikiran kosong ketika hendak menafsirkan atau 
memahami sebuah teks. Dia membawa serangkaian preset ke dalam teks. 
Ketiga, term “aku dan engkau” melebur jadi “kami”. Gadamer 
berpemikiran bahwa peleburan subjek dialektika akan menunjukkan hasil 
yang mumpuni jika keseluruhan subjek melebur menjadi satu34. 
Tahapan empat, “hermeneutika dialektis”. Gadamer meyakinkan 
bahwa pemahaman dan sejarah saling terhubung, karena itu akan adas 
kemungkinan untuk melahirkan pemahaman yang lebih bagus. 
Hermeneutika disini melepaskan fakta akan pengandaian, namun 
memahami pengandaian tersebut untuk bisa sampai pada pemahaman 
sebenarnya35. 
 
34 Kaelan M.S, Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya (Yogyakarta: Paradigma, 1998). 
35 Kaelan, M.S, Filsafat Bahasa..,hlm. 101. 
 
































Gadamer menyuguhkan dua macam pemahaman, yaitu memahami 
isi kebenaran dan memahami niat. Memahami isi maksudnya adalah 
memaknai keseluruhan yang terkandung dalam isi teks. Memahami maksud 
artinya adalah memaknai keadaan di sebalik teks itu sendiri. Dua aspek 
tersebut menjadi fokus Gadamer sebagai pemahaman atas realitas historis. 
Hermeneutika sejarah diperoleh dari pembenaran sejarah yang 
mengharuskan subjek (penafsir teks) untuk menyadari analisis (interpretasi 
teks) dari studi pengalaman sejarah yang berkait-kaitan dengan teks itu 
sendiri. Memahamai teks berarti memaknai sejarah mempergunakan analogi 
ruang waktu. Sejarah ialah objek yang bergerak secara terus menerus yang 
menyebabkan subjek harus belajar untuk menentukan objektivitas teks. 
Proposisi prasangka historis menyimpang dari pemahaman 
Heidegger tentang visualisasi dan imajinasi pemikiran. Gadamer menyebut 
karya tersebut sebagai bias subjektif. Objek pengalaman analisis memiliki 
peluang untuk membiasakan sejarah teks. Karya hermeneutika adaah karya 
dialog, sehingga sejarah harus membentuk objek yang dinamis melalui bias 
subjektif. Bias subjektif adalah masalah awal sebagai objek dari proses 
pemahaman. 
Ada tiga dimensi waktu yang dijelaskan oleh Gadamer, yaitu masa 
dahulu, masa sekarang, dan masa mendatang. Di masa lalu, di mana teks 
lahir dan diterbitkan, sejatinya teks yang sudah terlempar ke publik bukan 
lagi milik penulis, tetapi milik semua orang. selanjutnya teks itu telah 
mengandung seperangkat penafsir yang penuh dengan prasangka dan 
 
































mengarah pada dialog masa dulu, membuat interpretasi hadir dalam konteks 
penafsir, masa mendantang memiliki komposisi akan kebaruan serta 
produktivitas yang diperoleh secara dialektis dari subjek dan objek 
hermeneutik. Terkandung tiga alasan melaksanakan proses dialogis, 
pertama, menjauhi pemahaman mistik tentang kebenaran dan dialektika 
merupakan syarat utama menemukan titik tengah atas multitafsir teks. 
Dialektika tidak dapat dilepaskan dari fungsi bahasa. Bahasa 
menurut Gadamer ialah manusia secara personal maupun kelompok dengan 
ekosistem sosialnya. Peranan bahasa ialah membangun subjek serta teks 
dalam aspek tingkah laku. Generalisasi Gramatik pada hakikatnya hanya 
hadir dalam dialektika. Generalisasi tersebut membebaskan bahasa dari 
yang sekedar diucapkan, melainkan juga termasuk dalam suara batin dari 
teks itu sendiri36.  
Gadamer berpendapat bahwa hermeneutika memiliki ciri khas 
historis, mengikuti manusianya yang juga historis. Hermeneutika 
meletakkan keterhubungan yang kompleks antara penafsir dengan teks 
dalam lingkup historis. Hermeneutika tidak sekedar menghadirkan ulang 
pemaknaan yang ada namun merupakan satu bentuk peninjauan ulang apa 
yang dipahami dengan mengedepankan aspek gramatik37.  
 
36 K. Bertens, Sejarah Filsafat Kontemporer: Jerman dan Inggris (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2014), hlm. 343-344. 
37 Ibid. 
 
































Gadamer percaya dengan keterpengaruhan pemahaman dengan 
sejarah. Sejarah memiliki manusia, karena manusia lahir secara menyejarah, 
pemikirannya dan perjalanan dirinya hidup dalam satu sejarah tertentu. 
Kesadaran manusia akan sejarah yang melingkupi pemikiran manusia 
menciptakan kesadaran pemahaman. Kesadaran dalam bentuk ini disebut 
juga sebagai kesadaran estetis. Kesadaran estetis dihasilkan dari makna 
pengamalan atas prilaku manusia yang berpadu dengan perspektif itu 
sendiri38. 
D. DIALEKTIKA-SPEKULATIF 
Menurut Gadamer terdapat satu cara untuk memperoleh pertanyaan 
yang benar melalui penyatuan dengan dasar problem (subjek) daam aktivitas 
berdialog atau bersoal-jawab. Pembicara tidak dimaksudkan untuk dibahas, 
tetapi dimaksudkan unuk menguji kesesuaian kegiatan tanya jawab subyek 
dengan pertanyaan utama. Dialog hermeneutik yang dipelajari dimaksudkan 
sebagai upaya menghubungkan (terjemahan) yang dipadukan dengan sosial 
teks itu sendiri. Pasangan berdialektika ialah teks tersebut. Tantangan 
hermeneutika adalah membebaskan teks akan sekat-sekat yang 
mengelilinginya. Di sana, teks berada dalam konteks modern dan dialog 
yang hidup. 
Terdapat empat faktor yang termasuk dalam metode yang 
melingkupi dialektika, yaitu bildung yang berkedudukan sebagai 
 
38 Jean Grondin, Kesadaran estetik Gadamer, hlm. 166. 
 
































pemahaman dalam aspek proses. Lalu sensus communis atau yang disebut 
dengan pertimbangan praktis. Selanjutnya yaitu pertimbangan, yang 
memuat tentang kerja yang akan dilakukan dan harus dilakukan, serta 
terakhir selera, yaitu faktor yang memuat subjektivisme penafsir. 
E. FUSION OF HORIZON 
Pengalaman memposisikan pelaku dalam suasana terbuka. 
Keterbukaan itu melepaskan sesuatu untuk diucapkan. Keterbukaan adalah 
karakter mau menyimak (mendengar), mau ditentukan karakternya oleh 
sesamanya, serta cenderung tanpa ingin mengungguli lingkup pengetahuan 
yang bertolak ukur pada situasi, kesadaran berbentuk keterhubungan terkait 
historisitas teks yang tidak dapat seluruhnya bisa general. Karena kesadaran 
pemahaman terletak pada posisi kewaspadaan serta kejelasan masing-
masing individu, pengalaman sifatnya bertentangan dengan perilaku diri. 
Kesadaran untuk memahami secara utuh segala sesuatu yang ada berkaitan 
didalamnya. 
Sejarah hanya dapat dipahami dari perspektif sejarah itu sendiri. 
Penafsir hanya dapat meletakkan dirinya diantara horizon sejarah sehingga 
mampu membaca sosial historis yang melingkupi sejarah tersebut. Namun, 
penafsir tetap perlu untuk bisa mengetahui serta memahami horizon waktu 
atas teks, horizon pembaca, serta horizon dari penulis teks itu sendiri. 
Namun Gadamer menitikberatkan horizon teks serta horizon penafsir 
sebagai sudut pandang utama yang harus dikedepankan dalam 
hermeneutika. 
 







































































A. PENDEKATAN HERMENEUTIKA GADAMER DENGAN 
ALIMATUL QIBTIYAH 
Masalah menyangkut agama sangat ringan mengaitkan arus masa 
agar turut terlibat, meski hanya mengkritik atau bahkan terjerumus dengan 
jaringan pemikiran. Misalnya, jamaah pria di pemimpini sholat oleh wanita. 
Hal itu merupakan gerakan agama yang mengundang kontroversi terbesar 
sepanjang sejarah. 
Gelombang massanya terbentuk pada waktu Ummu Waraqah yang 
merupakan pemimpin sholat pria. Selain itu, Amina Wadud juga dapat 
dikelompokkan menjadi wujud wanita yang berkonflik pada periode 
sekarang. Betapa tidak, ia sudah merintis acara sholat jum’at yang berbeda 
dalam riwayat Islam. Menjadi khatib jum’at sekaligus Pemimpin Jum’at ia 
kerjakan. Dan pada 18 Maret 2005 aksinya terjadi pad a Gereja Anglikan, 
di Sundram Tagore Gallery 137 Grene Street, Mahattan, New York AS, 
yang dianut 100 orang kurang lebih jama’ah wanita dan pria “campur 
aduk”39. 
 
39 Amina Wadud, Di dalam Reformasi Wanita Jihad Gender dalam Islam (Inggris: Publikasi: 2006), 
hlm. 246. 
 
































Dalam beberapa kasus yang melingkupi wanita sambil berupaya 
turut merespon teks-teks kewanitaan yang tidak dari wahyu, tetapi menjadi 
sumber yang tak kalah pentingnya dalam memberikan penjelasan terhadap 
wahyu40, yakni teks-teks Rosulullah atau disebutkan sebagai redaksi matan 
hadis, dan ternyata menemukan banyak persoalan yang terkait secara 
langsung dengan bentuk aktifitas yang mereka lakukan yang dapat menjadi 
referensi untuk tidak mempertanyakan lagi status dan kedudukan mereka, 
tetapi menjadi sebuah jalan untuk memberikan pemahaman yang utuh 
tentang persoalan yang mereka hadapi. 
Secara tematik hadis-hadis terkait jamaah pria menjadi makmum 
wanita mengacu pada pemaknaan atau maksud arti setiap hadis berdasarkan 
kasus yang melibatkan wanita dalam hal ibadah sholat, meskipun keadaan 
yang meliputinya berbeda-beda. Dengan demikian, menguatnya 
penggunaan hermeneutika pada Islam seringkali bermula pada perwujudan 
antusias pergantian atas teknik mendalami bacaan Al-Qur’an, hadits 
maupun naskah Islam yang lainnya. Sejak abad 20 terdapat bentuk baru 
yang muncul dalam pemikiran Islam yang mana mempunyai watak pada 
sebagian kelompok Islam dianggap menyesatkan atau menyimpang. Lalu 
bagaimana hermeneutik terkait dengan penolakan dan pembolehan pria 
 
40 Proses ini menjadi satu-satunya teknik dalam menerjemahkan makna-makna Al-Qur’an, yaitu; 
cara penafsiran makna dengan menggunakan hadis-hadis Nabi dalam memahami maksud dan 
kandungan ayat, terutama terkait asbab al wurud ayat dengan berdasarkan riwayat yang sanad dan 
matannya berpredikat shahih. 
 
































menjadi makmum bagi Wanita? secara khusus seperti apa pemikiran 
Gadamer bekerja? Seperti inilah yang akan mencoba untuk dijabarkan. 
Pada satu sisi terkait dengan kedudukan seorang wanita ketika 
statusnya menjadi sejadi seorang pemimpin dalam shalat, apalagi sebagian 
dari orang-orang yang menjadi makmumnya adalah kaum pria. Maka 
otomatis yang menjadi perbincangan adalah sejauh mana dalil yang 
dijadikan dasar yang dapat dijadikan sumber untuk mengetahui latar 
belakang permasalahannya dalam memberikan jawaban terhadap kejadian 
yang mengandung pro dan kontra tersebut. Dan pasti perdebatanpun tidak 
dihindari dengan munculnya berbagai macam opini dan pendapat, baik yang 
melihat persoalan ini sebagai sebuah hasil ijtihad atau Cuman sekedar 
perbuatan yang mengarang dan tidak mempunyai pondasi apaun yang 
dijadikan sebagai pegangan. 
Otoritas wahyu dalam masalah ini jelas sekali ditentukan dalil yang 
memberikan kewenangan seorang wanita untuk menjadi pemimpin dalam 
pelaksanaan shalat, apalagi yang menjadi makmumnya adalah kaum pria, 
yang justru wanitalah yang harus menjadi makmum. Namun disisi lain, 
hadis yang secara teori dalam metedologi pengambilan dan penetapan 
hukum Islam mendiami barisan kedua ssesudah awahyu Al-Qur’an. 
Alasannya, sama seperti yang dimunculkan pada diskusi usul fiqih, maka 
aturan Islam adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah harus pada tumpuan 
ilham dan kalam-Nya. Ilham yang langsung dan benar yakni Al-Qur’an. 
 
































Sedangkan hadis merupakan penjelas, terhadap ilham. Maka ia ilham yang 
tidak langsung, dalam beberapa hal ketepatannya tidak terbukti. 
Argumen superioritas pria yang disandarkan terhadap makna Qur’an 
Surat An-Nisa:34,“pria merupakan “qowwam” dan berkewajiban kepada 
golongan wanita,” kata qowwan menjadi pangkal perdebatan. Beberapa 
penafsir klasik maupun kontemporer menerjemahkan istilah tersebut 
menjadi: imam dan penanggung jawab,41  yang mempunyai keunggulan 
lainnya, dan pria menjadi manajemen atas problem wanita. Pria juga 
dianggap memiliki kelebihan dalam fisik. Oleh sebab itu melalui kaum pria 
tersebut muncul para utusan, para alim dan pemimpin. Alimatul Qibtiyah 
menjelaskan tentang penolakan kepemimpinan wanita dalam masalah 
ibadah yang merujuk pada hadis,“tidak akan berjaya kaum atau masyarakat 
jika kepemimpinannya diserahkan kepada kaum wanita”. Banyaknya 
penafsiran yang terkait beberapa Hadis dan ayat al-Qur’an mengindikasikan 
bahwa kesahihan itu bukan sebuah universalitas yang satu, namun memiliki 
ragam perspektif. Memahami larangan wanita sebagai pemimpin sholat 
untuk pria dengan bantuan pemahaman dalam hermeneutika tidak dapat 
melupakan aspek historis serta analisis analisis semiologi. Memang benar 
Wanita sama jenisnya dengan pria yang mempunyai urgensi di 
lingkungannya, tapi pada prosesnya tugas wanita tersekat dengan kaum pria 
yang menyebabkan peran wanita sebagai komplementer golongan pria. 
 
41 Departemen Agama, Al- Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 123. 
 
































Karena itu, problem kekuasaan wanita tetap sering dikaji, dari masa klasik 
sampai kontemporer. 
Mengacu pada konsep Hermeneutika Gadamer terlihat bahwa dalam 
memahami ayat kepemimpinan tersebut cukup sistematis. Dengan 
mengimplementasikan konsep Gadamer tentang hermeneutik ontologis 
terkait larangan wanita sebagai pemimpin sholat untuk pria, secara teoritis 
maupun praktis memiliki implikasi bagi masyarakat khususnya kelompok 
tektualis. Implikasi teoritis melengkapi informasi ilmiah mengenai 
penafsiran dari Qur’an serta Hadis yang tak memperbolehkan jamaah pria 
menjadi makmum bagi pemimpin wanita, bisa dilakukan melalui jalan 
Islamisasi pedoman Islam. Penafsiran tersebut dilakukan berdasarkan sesuai 
keadaan cerita masyarakat sekitar, dan agar terwujudnya perintah kebaikan 
dan larangan kemungkaran melalui akhlak yang baik. Dan penerapan yang 
mudah dalam memahami menurut hermeneutika Gadamer menyampaikan 
pemahaman pada publik agar tidak menjalankan perbuatan yang 
menyimpang dari ajaran Islam tersebut. Gadamer sudah menyampaikan 
petunjuk yang mengartikan kenyataan naskah mati menjadi hidup 
mendasarkan sesuai kenyataan sejarah mengaitkan ketahanan bahasa yang 
bisa mengikat perhatian publik agar melaksanakan susunan aktivitas islami 
yang berperilaku baik. 
Melalui hermeneutika, para feminis dan neomodernis Muslim 
cenderung membaca ulang teks-teks tersebut dengan menekankan gagasan 
kesetaraan dan keadilan sesuai pada tugas wanita dan juga pria pada 
 
































masyarakat, yang lebih bersifat saling melengkapi dan egaliter ketimbang 
hierarkis dan timpang. Dalam konteks Islam modern, ketika berbincang 
tentang interpretasi Al-Qur’an berbasis kesetaraan hal ini hanya dapat 
berhasil jika “pengujian-ulang secara menyeluruh terhadap sumber sumber 
primer pemikiran, praksis dan pandangan dunia Islam dilakukan dengan 
memasukan perspektif wanita berkaitan dengan sumber-sumber ini dan 
yang mengabsahkan pengalaman wanita. 
B. PENDEKATAN HERMENEUTIKA GADAMER DENGAN SITI 
RUHAINI DZUHAYATIN 
Ketika dilihat dari sisi Argumen Siti Ruhaini Dzuhayatin, termasuk 
kelompok progesif, memandang bahwa pelaksanaan sholat berjamaah pria 
yang di pemimpini oleh wanita bukan tanpa alasan, mereka menjalankan 
sesuai dengan beberapa hadis yang merujuk diperbolehkannya wanita 
menjadi pemimpin sholat untuk pria. Disisi lain kelompok progresif 
mempunyai asal-usul terkait konflik urusan ibadahyang muncul pada masa 
Ahmad Dahlan. Pembukaan langgar estri (musholah wanita). Menurut 
Ahmad Dahlan, wanita bisa mengajar pria kecualimereka aman serta 
menutup mata hati dari berdua-duaan42. Ada beberapa hadis yang dijadikan 
sandaran oleh kelompok progresif untuk mendukung kebolehan tersebut, 
salah satunya hadis ummu waraqah yang mana hadis tersebut menerangkan 
terkait Nabi Muhammad yang menyiapkan Ummu Waraqah seorang 
 
42 Sutrisno Kutoyo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, hlm. 157-158. 
 
































mu’adzin serta memerintah Ummu Waraqah agar menjadi iamm sholat 
untuk keluarganya itu, sementara itu ada seorang budak wanita serta anak 
kecil pria ditambah seorang pria yang sudah renta. Secara terang-terangan 
(terkait mulanya hadis) memperlihatkan terkait Ummu Waraqah yang 
memimpin sholat untuk pria tua, hamba sahaya pria dan wanita43. serta 
memakai teknik kualitas penilaian suatu hadis, oleh karena itu hadis yang 
memperbolehkan pemimpin wanita lebih berlaku dibanding dengan yang 
mencegahnya. 
Mengimplementasikan konsep Gadamer terkait hermeneutika 
ontologis, agar mendapatkan pemahaman yang relatif objetif, penerjemah 
mesti memperhatikan Qur’an yang merupakan dasar polanya, agar 
penerjemah bisa menangkap dasar-dasar pokok yang tidak bisa berganti di 
naskah Qur’an. Setelahnya menggunakan pemikiran yang menarik guna 
membuat susunan pembacaan yang selaras pada desakan periode. Oleh 
sebab itu, seorang ulama serta ahli hadis berkomentar meskipun hadis 
Ummu Waraqah dari urutan hadis dinilai shahih, namun untuk dijadikan 
selaku dalil kalau wanita boleh memimpini jamaah pria harus dipahami 
kembali. Sebab pada hadis yang ada tidak terdapat keterangan mengenai 
makmum. Apakah seluruhnya wanita, atau seluruhnya pria atau bahkan 
kombinasi wanita dengan pria. Kaedah ushul berkata, apabila dalil memiliki 
berbagai hipotesa, hingga dasar yang ada tidak bisa digunakan selaku dasar 
 
43 Muhammad bin Isma’il As-Shan’ani, Subulus Salam Juz II, hlm. 28. 
 
































hukum. Oleh karena itu hadis Ummu Waraqah meskipun shahih,namun 
dianggap ghurur untuk posisi dalil. Jadi, meskipun hadis yang menetapkan 
pemimpin wanita boleh memimpin pria tersebut mayoritas, tetapi sebab 
terdapat hadis yang tidak memperbolehkan wanita memimpin pria, jadi 
digunakan hadis dengan catatan mempunyai arti spesial. maksudnya, kalau 
hadis dengan penjelasan luas dapat langsung tidak sah menjadi dasar 
hukum. 
Maka dari itu, perdebatan terkait pemimpin sholat wanita akan pria 
surut tahun 2010, tepatnya di Musyawarah Nasional Majlis Tarjih ketika 
muktamar menjadi suatu ciri yang mencerminkan perubahan cara pandang 
dalam keagamaan secara ekstrim untuk sejarah Muhammadiyah. Jika telah 
menemui ketentuan, wanita bisa mengpemimpini sholat lawan jenis, yakni 
mumpuninya pemnahaman keislaman yang dirinya miliki serta 
kesempurnaan dirinya ketika membaca al-Qur’an. Tidak terdapat 
selanjutnya rintangan bagi Syafi’i terkait dengan pemimpin sholat, karena 
beberapa orang yang berargumen hanya memandang akan hipotesa jika 
wanita menjadi pemimpin dalam sholat, maka akan memberikan 
permasalahan akan nafsu pria44. 
Golongan pembaru yang kritis hanya menyimpulkan secara 
sederhana bahwa akan lebih baik jika tidak melaksanakan sholat dengan 
 
44 Perdebatan pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih se-Indonesia ke-27 di Malang pada tanggal 
1-4 April 2010, hlm 49. 
 
































wanita sebagai pemimpin untuk mencegah terjadinya berbagai aksi negatif 
atas apa yang telah mereka putuskan. 
Pengetahuan kita apalahi segala hidup kita, secara intrinsik 
dipengaruhi oleh kesejarahan. Oleh sebab itu, tidak butuh diragukan kalau 
cakrawala besar masa dulu mempunyai pengaruh terhadap pribadi masing-
masing ketika memastikan kemauan serta harapan untuk masa depan. 
Menerima ikatan era dulu dan era modern bisa menimbulkan pertentangan 
kalau tanpa seluruh historisitas ataupun pemahaman akan historisitas itu 
sendiri berkaitan pada personal individual. Realitas ini didukung Gadamer, 
tetapi personal individual senantiasa mengandung ikatan baik sejarah serta 
suasana modernitas, tercantum seperti apa metode kita menguasai. Pada 
akhirnya, ikatan historisitas serta pembacaan teks hakikatnya ialah proses 
yang terkandung di dalamnya. 
Gadamer juga memandang ikatan reflektif dari sejarah dalam 
kaitannya dengan uraian. baginya, kita tetap berupaya buat menguasai, 
mengkritisi, mengasimilasi sesuatu: namun disisi lain pula membiarkan 
pengalaman kita di masa dulu membagikan penafsiran terkait personal 
individu, memposisikan personal individu pada satu sudut pandang khusus. 
Jadi ikatan pelarangan serta pembolehan wanita memimpin sholat pria 
memperlihatkan akan relasi refleksi, maksudnya kalau ikatan antara 
historisitas serta pengetahuan bisa positif serta bisa pula bersifat negatif .45. 
 
45 Hendra Kaprisma, Cakrawala Historis Pemahaman: Wacana Hermeneutika Gadamer, hlm. 249. 
 
































C. KOMPARASI PEMIKIRAN ALIMATUL QIBTIYAH DAN SITI 
RUHAINI DZUHAYATIN TERKAIT KONTEKSTUALISASI 
PEMIMPIN SHOLAT WANITA 
Jumhur ulama telah membahas wujud kepemimpinan seseorang 
pada sholat. Mereka mencoba menjelaskan asal usul hukum syari’ah dengan 
memberikan standar semua jenis orang yang memenuhi syarat untuk 
menjadi pemimpin sholat. Ciri-ciri tersebut yaitu antara lain: Islam, Baligh, 
Berakal, pria, dalam keadaan Suci dari hadats maupun kotoran, bacaannya 
benar dan baik, alim dan sebagainya46. 
Persyaratan di atas adalah persyaratan umum bagi siapa yang hendak 
menjadi pemimpin sholat. Namun, banyak ulama yang secara detail 
mensyaratkan adanya persyaratan tertentu, misalnya pria seharusnya 
menjadi pemimpin pria, beitupula sebaliknya, wanita hanya dapat menjadi 
pemimpin bagi sesamanya. Syarat yang seperti itu berlaku umum pada 
sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ada beberapa teks-teks Hadis yang 
bekenaan dengan keabsahan wanita sebagai pemimpin kaum priadi dalam 
sholat. Kemestian sebagaimana ini dapat diperhatikan secara nyata pada 
tulisan hadits yang bersangkutan. Tapi, dalam beberapa referensi fiqih, 
mayoritas ulama’ menanggapinya secara berbeda. Kepemimpinan ialah 
martabat mulia yang mampu dilaksanakan oleh pria saja. Pernyataan 
 
46 Abd al-Qadir al-Rahbawiy, Kitab al-Salat Ala Mazahibal-arba’ah manusia Adillat Ahkamiha (Cet. 
V; Mesir; Dar al-Salam, 1994) hlm. 23. 
 
































tersebut bersumber dari Pemimpin Malik dan Abu Hanifah47. Ketetapan 
tersebut berjalan secara pasti. Namun, Pemimpin Syafi’i beserta Pemimpin 
Ahmad Ibnu Hanbal berpendapat lain serta mempersilahkan wanita 
memimpin sesama mereka dalam sholat serta menolak pemimpin wanita 
atas kaum laki- laki. 
Upaya menjembatani kedua pemikiran yang memperbolehkan dan 
tidaknya wanita menjadi pemimpin sholat atas kaum pria, bisa diupayakan 
dengan cara memberikan formulasi-formulasi baru terhadap ide yang 
bersangkutan. Usaha tersebut dikenal dengan nama rekonstruksi ide fiqih 
kuno, upaya yang bisa dipakai ialah mengajukan pemahaman baru dengan 
syarat lebih kontekstual pada referensi klasik dengan berbagai pemahaman 
kontestual. Aktivitas yang demikian itulah yang sering diistilahkan dengan 
produk pemikiran hermeneutik. 
Kondisi sosio-religius pada masa Nabi Muhammad SAW 
merupakan contoh agung untuk menanggapi problem ubudiyah, khususnya 
muamalah yang sifatnya mahdah (murni). Hal yang khusus perlu untuk kita 
ketahui bersama adalah tentang kabar yangberkenaan dengan pemimpin 
wanita dalam shalat dimana yang menjadi makmum lelaki manula. 
Meskipun pada hadits Nabi tersebut ialah problem yang beragam dan unik, 
 
47 Hasan Sulaiman al-Nuri dan Alwi Ababs al-Mlikiy, Ibanat al-Ahkam Syarh Bulug al-Maram, jilid 
II (Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyah,1969). 
 
































namun fenomena tersebut dapat dijadikan patokan umat Islam ke depan 
dalam menentukan pemimpin sholat. 
Bertolok ukur dari hadits Ummu Waraqah tersebut sebelumnya, 
terlihat jika Nabi memerintahkan untuk mengpemimpini hanya sebatas pada 
keluarganya. Pemahaman Nabi tersebut tidaklah salah, dikarenakan sahabat 
yang bersangkutan merupakan seorang pembaca Qur’an yang baik dengan 
pemahaman ajaran keislaman yang mumpuni. Karena itu, Nabi 
memerintahkannya mengimami sholat untuk keluarganya, meskipun di 
keluarganya terdapat pria yang sebandingkan keahliannya dengan dirinya. 
Oleh sebab itu, fakta yang ada itu tidak bisa disangsikan. Mengingat 
masa yang telah berganti. Wanita yang awalnya tak berdaya dan terbelakang 
saat ini banyak menduduki berbagai jabatan dengan banyak keahlian. 
Bahkan sekarang banyak wanita yang menjadi cendekiawan. Atas landasan 
tersebut, maka dapat dijadikan patokan atas implementasi secara luas akan 
perkembangan hukum Islam tentang wanita. 
Sejarah mencatat wanita mengalami banyak perubahan sampai saat 
ini dimana mereka dapat memiliki kedudukan yang bagus. Itu semua ialah 
amanat Nabi. Berbagai kasus yang mendiskriminasi wanita sirna pasca Nabi 
datang membawa agama Islam. Islam merupakan agama pelopor atas 
kebebasan bagi wanita. 
Tidak masanya lagi jika wanita mesti patuh pada tradisi klasik yang 
sudah tidak pada zamannya. Akan ada penolakan jika hal tersebut tetap 
 
































dilangsungkan. Karena itu, implementasi sebagai upaya langsung tetap 
harus dilaksanakan. Dasar yang semacam ini bukanlah kemudian 
diaplikasikan dengan memahami sholat memakai sudut pandang masa kini 
dikarenakan tidak menghemat waktu ataupun berbagai alasan lain, perlu 
dipahami bahwa manusia memiliki ragam pemahaman yang tidak sama, 
yang oleh sebab itu harus fleksibel dalam memandang sholat dari berbagai 
komponen yang ada didalamnya. 
Perbedaan masalah wanita sebagai pemimpin sholat dalam kalangan 
ulama’ didasarkan pada dua aspek penting, yaitu adanya pandangan yang 
masih melekat dalam setiap orang bahwa pria adalah pemimpin wanita 
(posisi wanita hanyalah makmum) dan pria jauh lebih mapan dalam masalah 
fisik maupun akal. Thaba’thaba’i berpendapat bahwa pria hanya unggul 
sebatas pada kemampuan pikirannya, dan wanita memiliki kepekaan 
emosi48. 
Dalam lingkungan sosial, pria banyak diamanahi berbagai beban 
berat, antara lain menjadi pemimpin, ulama’ dan sebagainya. Berbagai 
perintah dalam Qur’an seperti jihad kebanyakan ditujukan untuk pria. 
Sebaliknya, wanita hanya diidentikkan sebagai manusia yang cinta kasih, 
ramah, dan memiliki kepekaan emosi yang berlebihan. Pandangan tersebut 
 
48 Husein Muhammad, Kepemimpinan Wanita Dalam Islam Membongkar Konsepsi Fiqh Tentang 
Wanita, hlm. 49. 
 
































itulah yang menjadi justifikasi umum akan timpangnya pandangan akan 
wanita dengan pria. 
Qur’an ialah kalam Allah yang menjadi wahyu Rasulullah untuk 
umat muslim, namun tidak untuk dipahami secara tekstual saja. Pemahaman 
terhadap Qur’an maupun sunnah Nabi semestinya dilaksanakan melalui 
pendekatan kontekstual, lokal, serta temporal49. 
Dalam pandangan Alimatul Qibtiyah, terdapat tiga golongan orang 
dalam menafsirkan teks-teks keagamaan yang juga cenderung dipergunakan 
dalam menafsirkan feminisme dalam Islam. Pertama, terdapat golongan 
yang disebut dengan golongan tekstual-konservatif. Kedua adalah golongan 
moderat, serta ketiga adalah golongan kontekstual-progresif. Ketiga 
golongan penafsiran akan teks keagamaan yang secara khusus juga paling 
sering dipergunakan sebagai dasar akan penerapan tentang landasan-
landasan feminisme adalah golongan progresif serta golongan moderat50. 
Dalam pandangan tekstual-konservatif, pemahaman tentang teks 
keagamaan yang berkaitan dengan feminisme selalu didasarkan pada realita 
akan al-qur’an dan hadits yang dianggap sebagai suatu bentuk aturan yang 
universal dan final, sehingga karena telah final dan dinilai tidak diperlukan 
lagi pemahaman dan pengkajian secara lebih serius. Keseluruhan wahyu 
 
49 Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, shahih al-Bukhari, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.th.) hlm. 228. 
50 Alimatul Qibtiyah, Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia. Dalam pidato pengukuhan Guru 
Besar dalam Bidang Ilmu Kajian Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hal. 
21-23. 
 
































yang ada saat ini adalah hukum yang sudah baku, tidak perlu lagi untuk 
ditafsirkan ulang. Umat Islam hanya perlu mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari secara baik dan benar sebagaimana apa yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah Saw. Pada umumnya, golongan ini tidak 
menerima apa yang ada dalam filsafat kontemporer. Dalam pandangan 
golongan ini, feminisme maupun wacana mengenai gender dianggap 
sebagai wacana yang dipelopori dari Barat sehingga mereka menganggap 
itu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam51. 
Pandangan kedua adalah pandangan moderat. Dalam pandangan 
moderat, mereka mengetengahkan feminisme pada posisi tengah-tengah, 
dimana mereka tidak sepenuhnya menerima maupun menolak gagasan dari 
feminisme, selama apa yang ada dalam gagasan feminisme tidak bertolak 
belakang atau berlawanan dengan apa yang ada didalam al-qur’an maupun 
hadits. Kelompok ini berpendapat bahwa feminisme merupakan gagasan 
yang tidak sepenuhnya salah, karena memang memiliki relevansi dengan 
apa yang ada dalam dunia Islam saat ini. Misalnya problem gender, 
kesetaraan, maupun kekerasan seksual merupakan tema-tema yang memang 
ada dalam problem kemasyarakatan saat ini. Perbedaan antara kelompok 
moderat dengan kelompk konservatif terletak pada penggunaan teks. 
Dibandingkan dengan kelompok konservatif, kelompok moderat sesekali 




































dipergunakan untuk sekedar kebutuhan penafsiran secara sederhana 
belaka52. 
Kelompok ketiga adalah golongan tekstual-progresif, yaitu 
golongan yang melampaui kedua golongan sebelumnya. Jika golongan 
tekstual-konservatif menjadikan teks sebagai inti daripada kehidupan 
manusia dan harus diaplikasikan sepenuhnya tanpa perlu untuk kembali 
dipertanyakan, lalu golongan moderat yang menfungsikan teks sebagaimana 
apa yang mereka butuhkan, atau penerapan teks dapat fleksibel sebagaimana 
situasi dan kondisi yang berlaku, maka kelompok tekstual-progresif tidak 
mengambil pemahaman teks sebagaimana keduanya. Golongan ini 
mengedepankan akan inti daripada problem yang ada dimasyarakat lalu 
menjadikan teks sebagai penyesuaian atas apa yang dapat mereka 
implementasikan. Teks hanyalah sebagai dasar hukum, dan pemahaman atas 
teks harus luas, bukan demi mengubah teks itu sendiri, melainkan demi 
memperluas makna akan teks tersebut yang mungkin dapat melampaui 
pemahaman yang sebelumnya digagas oleh pengarang maupun pembaca 
yang lain. Dalam pandangan mereka, feminisme merupakan suatu aspek 
yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, dan teks keagamaan 
harusnya mendukung akan apa yang telah digagas oleh zaman sebagai 
kebuhan hidup yang harus dipenuhi. Manusia harus terbuka akan kenyataan 




































aturan maupun sumber landasan perilaku manusia, namun pemahaman akan 
teks itu sendiri terbatasi oleh masa dan periode hasil pemahaman itu sendiri. 
Pemahaman bisa berganti, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
pembaca pada masa itu, sedangkan teks tetap utuh sebagaimana sebelum 
dipahami. Karena teks tidak dapat terganti, maka pemahaman manusia akan 
teks itu sendirilah yang harus direkonstruksi ulang demi mendapatkan 
makna yang kompatibel dengan apa yang dibutuhkan oleh zaman pada saat 
ini53. 
Alimatul Qibtiyah lebih banyak mengarahkan pandangannya pada 
arah kelompok moderat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara berpikirnya 
sekaligus berbagai pemikirannya yang mengarah dan sama dengan pola 
berpikir golongan moderat. Pemikirannya yang paling menonjol adalah 
tentang penolakannya terhadap adanya pemerkosaan dalam rumah tangga 
(Marital Rape). Qibtiyah setuju dengan anggapan ulama bahwa hubungan 
antara suami-istri merupakan suatu bentuk relasi yang mengedepankan 
kesepakatan satu sama lain. Namun, dalam sisi lain, qibtiyah juga tidak 
dapat melupakan akan fakta lapangan bahwa perempuan banyak 
mendapatkan penindasan dari laki-laki dalam masalah tersebut. Konsep 
pemikirannya tetap sama, sekalipun istri hanya berstatus sebagai makmum, 
namun laki-laki sebagai imam tetap harus memperhatikan kondisi 




































Analoginya sama, jika ada imam, maka tentu ada makmum. Keduanya tidak 
dapat melepaskan kedudukan beserta urgensi keberadaan mereka satu sama 
lain54. 
Pendapat yang semacam ini berbeda dengan pendapat Siti Ruhaini 
Dzuhayatin. Senada dengan yang dipahami oleh Hamim Ilyas, bahwa 
sampai saat ini orang banyak yang masih terjebak dalam romansa akan 
makna modernisme yang pada akhirnya membawa dirinya pada 
kemandegan yang terjadi secara terus-menerus. Hal tersebut diungkapkan 
oleh Hamim Ilyas dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai contohnya. 
Muhammadiyah dalam pemikiran Hamim Ilyas telah lama terjebak dalam 
kemapanan modernisme serta cenderung mengabaikan kenyataan bahwa 
sekarang modernisme telah terlampaui dan berganti gaya pemikiran menjadi 
pos-modernisme atau yang secara umum dikenal dengan sebutan zaman 
kontemporer. Karena perbedaan gaya pemikiran itulah, maka seharusnya 
cara pandang harus dirubah, khususnya dalam memandang perempuan 
sebagai mahluk yang sama seperti laki-laki. Siti Ruhaini mengkritisi pola 
pikir moderat sebagai kelemahan seorang pembaca akan teks yang sudah 
berbeda masa dan keadaan. Karena perbedaan masa dan keadaan itulah, cara 
baca teks secara progresif dibutuhkan guna menelaah ulang teks hingga 
sampai ke dalam saripati atau makna inti dari teks tersebut. Siti Ruhaini 
memberikan contoh akan urgensi cara baca teks secara progresif dengan 
 
54 Ibid., Hal. 40. 
 
































melihat perempuan dan fungsinya yang telah sampai berakar dalam sistem 
masyarakat. Misalnya perempuan yang telah menguasai panggung politk, 
dwifungsi perempuan dalam rumah tangga, peran perempuan dalam 
organisasi serta perempuan dalam fungsi kemasyarakatan. Atas dasar hal 
tersebut, maka progresif sebagai sebuah cara membaca teks perlu untuk 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengupas 
masalah gender dan feminisme. Membaca teks dengan mempergunakan 
pola pikir moderat hanya membawa pembacaan pada hasil yang masih 
ambigu, setengah-setengah, serta tidak sampai pada intisari daripada teks itu 
sendiri. Membaca dengan kacamata progresif akan meletakkan teks dan 
hasil pemahaman teks pada kebaruan yang sesuai dengan kepentingan 
masyarakat jaman sekarang55. 
Banyak dari karya-karya keduanya yang menunjang eksistensi 
pemikiran masing-masing. Alimatul Qibtiyah yang bersikukuh dengan 
pandangan akan urgensi relasi agama dengan feminisme sebagaimana yang 
semestinya ada dalam masyarakat dewasa ini. Karyanya yang berjudul 
FEMINISME MUSLIM DI INDONESIA merupakan salah satu dari 
banyak karyanya yang menampung segenap pemikiran Qibtiyah mengenai 
feminisme sekaligus juga mengungkap karakteristik pemikirannya yang 
moderat dalam memandang problem kesetaraan gender di masa sekarang 
ini. moderatisme pemikiran Qibtiyah dapat dilihat secara jelas dalam salah 
 
55 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan 
Eksistensi (Yogyakarta: Suka Press dan Pustaka Pelajar, 2015), Hal. 293-304. 
 
































satu bagian dalam karyanya tersebut yang menyinggung tentang peluang 
terbentuknya relasi antara agama dengan feminisme sebagai suatu identitas 
menjadi suatu kemungkinan yang berpeluang besar. Hal tersebut merupakan 
suatu cita-cita yang memungkinkan manusia untuk bisa dan sampai pada 
kenyataan akan kehidupan yang setara, sama dan saling membentuk 
hubungan untuk kebutuhan sosial56. 
Sama halnya dengan Qibtiyah, Siti Ruhaini juga menampakkan 
karakteristik berpikirnya dalam setiap karyanya, salah satunya adalah 
REZIM GENDER MUHAMMADIYAH: Kontestasi Gender, Identitas, 
dan Eksistensi yang menampung jalan berpikirnya yang progresif. Siti 
Ruhaini dalam bukunya tersebut mencoba untuk mencapai kenyataan dalam 
masyarakat akan pentingnya mendalami suatu teks hingga sampai pada akar 
hubungannya. Progresif dibutuhkan sebagai cara baca demi mencapai 
maksud tersebut, serta demi melanggengkan teks sebagai suatu kebutuhan 
untuk suatu pemahaman yang tidak terbatas. 
Dari kedua pemikiran tersebut, maka terdapat berbagai titik 
kesamaan maupun perbedaan yang dapat dipahami dari satu sama lain 
Alimatul Qibtiyah yang memiliki alam pikir berbeda dengan Siti Ruhaini 
Dzuhayatin mencondongkan karakteristik mereka dalam membaca teks. 
Qibtiyah yang membaca teks dengan mengedepankan moderatisme dirinya, 
tetap memilih pemahaman bahwa sekuat apapun imaji dalam pikiran 
 
56 Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 
2019), Hal. 241-246. 
 
































manusia bekerja ketika membaca suatu teks, maka disana manusia 
mempergunakan pengembangan akan akal pikirannya untuk membaca teks 
tersebut. Pemahaman akan teks tersebut akan terus lahir bersamaan dengan 
waktu dirinya membaca teks tersebut dari satu ruang waktu tertentu, yang 
disana suatu pemahaman dapat terbentuk. Namun, meski seperti itu, 
Qibtiyah tetap mengedepankan hasil pemahaman dari para pemikir masa 
lalu yang merupakan para tokoh yang memahami teks sebelumnya, untuk 
dipahami sebelum melangkah pada eksplorasi keseluruhan akan teks 
tersebut.  
Qibtiyah sebagaimana cara kerja hermeneutika Gadamer yang 
bersesuaian dengan pemikirannya, sama-sama memberikan penekanan akan 
hasil pembacaan yang mengutamakan kekinian dan kepentingan pembaca 
dalam membaca teks. Pemahaman akan lebih banyak memiliki sisi 
autentikasi apabila dihubungkan dengan pemahaman yang sebelum-
sebelumnya dirumuskan. Pemahaman yang telah ada di masa lalu 
merupakan pemahaman yang benar dan dapat diterima. Kemungkinan 
kebenaran dan kekuatan agar pendapat tersebut dapat diterima disebabkan 
karena kepentingan pada masa waktu teks tersebut dipahami merupakan 
suatu hasil pemahaman yang dibutuhkan. Akhirnya, pemahaman lahir 
sebagai bentuk kebutuhan akan kesesuai makna teks dengan keadaan yang 
ada, dan hal tersebut telah menjadi satu cara baca yang umum dipergunakan 
oleh setiap orang. 
 
































Namun ketika pemahaman yang ada tidak lagi sesuai dengan 
konteks yang ada saat ini, permasalahannya adalah apakah pemahaman 
yang ada akan sepenuhnya ditinggalkan lalu digantikan dengan pemahaman 
baru yang dapat diklaim lebih baik dibandingkan dengan pemahaman yang 
ada sebelumnya. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pemahaman yang 
baru memang harus lahir dan diperlukan demi menjembatani kembali 
pemahaman yang telah ada sebelumnya yang dipadukan dengan 
pemahaman yang ada saat ini. Namun, pemahaman yang ada sebelumnya 
tidaklah dihapus ataupun ditinggalkan, tetapi dipergunakan sebagai ukuran 
dan informasi untuk pemahaman yang akan datang. Pemahaman yang lama 
menjadi tolak ukur karena dalam pemahaman yang lama termuat berbagai 
informasi seputar makna akan teks tersebut yang ada dimasa tersebut. 
Dengan memahami alasan akan kelahiran makna awal dalam pembacaan 
teks, maka pemahaman yang akan lahir setelahnya menjadi pemahaman 
yang lebih memiliki relevansi dibandingkan dengan pemahaman yang 
sebelumnya. Selain lebih baru, pemahaman yang baru akan membawa setiap 
orang pembaca untuk kembali memahami teks dan mengeksplorasikannya 
demi mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. 
Dengan menggunakan hasil pemahaman qibtiyah dalam memahami 
teks, maka harus ada hubungan yang renggang antara kebaruan pemahaman, 
teks, dengan masa sekarang dimana pemahaman yang baru dibutuhkan. 
Teks memang semestinya dikembangkan agar mendapatkan pemahaman 
yang lebih kompleks yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Tetapi, 
 
































pemahaman teks tidak dapat didasarkan pada kebutuhan manusia yang ada 
sekarang, yang kemudian memaksa teks untuk dipahami dengan tanpa 
melihat teks itu sendiri. Artinya, pemahaman secara penyeluruh dan 
mendalam serta bebas memang perlu untuk mendapatkan arti yang 
sesungguhnya dari teks itu. Namun, pemahaman yang mengabaikan 
berbagai hal lainnya seperti apa yang sudah dipahami sebelumnya 
merupakan bentuk dari obsesi untuk mengetahui makna teks secara 
sembarangan, yang pada akhirnya justru merusak teks itu sendiri dengan 
pemahaman yang ada sebelumnya. 
Hal ini berbeda dengan Siti Ruhaini Dzuhayatin. Siti yang 
merupakan tokoh feminisme menfokuskan pemahaman teks secara 
progresif yang mengedepankan pemahaman teks secara kekinian. 
Pemahaman yang kekinian adalah hal yang menjadi sasaran siti, dengan 
pandangan bahwa pemahaman yang kekinian mampu menjawab berbagai 
persoalan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Pembacaan teks secara 
progresif membongkar dinding batasan antara kekhawatiran pembaca untuk 
mendapatkan pemahaman yang tidak sesuai karena kekurangan dirinya 
sebagai seorang pembaca teks dengan problem sinkronasi antara 
pemahaman yang akan tercipta dimasa kini dengan pemahaman yang ada 
dimasa lalu. Dengan membaca secara progresif, siti mendapatkan 
pemahaman jika perempuan sebagai pemimpin dalam jamaah shalat 
merupakan suatu hal yang biasa dan diperbolehkan dalam Islam. 
 
































Dari penjelasan tentang keduanya, terdapat berbagai hal yang 
menjadi komparasi dari ide masing-masing tokoh. Jika dilihat dari 
perbedaan keduanya, maka terlihat bahwa cara membaca teks yang berbeda 
menuntun pada pemahaman yang berbeda. Qibtiyah kukuh pada pandangan 
jika hasil pemahaman yang ada dimasa lalu ikut memberikan pengaruh 
terhadap putusan yang akan diambil saat ini. Itu semua tampak dari 
pemikiran qibtiyah yang tetap mengetengahkan pemahaman masa lalu 
untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Feminisme memang ide 
yang dirinya kembangkan dan perjuangkan, namun pengembangan dari 
feminisme itu tidak serta merta membuatnya melepaskan pandangan masa 
lalu untuk sepenuhnya mengeksploitasi teks hingga makna semuanya 
didapat. 
Sebaliknya, Siti Ruhaini mempersoalkan moderatisme memahami 
yang menurutnya hanya melanggengkan pemahaman sekarang yang 
sesungguhnya penting untuk direnungkan kembali. Dirinya kukuh pada 
pandangan jika pemahaman khususnya dalam bidang feminisme harus mau 
untuk mendobrak berbagai batasan yang selama ini terbangun yang memang 
telah lama disokong oleh lingkungan. Karena itu, pemikirannya 
mencerminkan feminisme-totalitas, yaitu feminisme yang harus dipahami 
kembali dengan mendongkrak ruang publik agar saling berbicara tentang 
perempuan demi untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang kesetaraan 
itu sendiri. 
 
































Sisi persamaannya, keduanya tetap mengedepankan tujuan 
universal-fundamental, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. 
Dalam pandangan mereka, perempuan seharusnya mendapatkan peranan 
yang sama sebagaimana laki-laki, begitu juga sebaliknya. Kekuatan 
pengaruh sejarah akan kejadian yang pernah terjadi dimasa lalu yang banyak 
mengedepankan perempuan sebagai korban masih menyisahkan berbagai 
trauma yang mendalam di masyarakat. Hal itulah yang kemudian ikut 
memberikan permainan dalam pemahaman masyarakat sekarang tentang 
perempuan dan kedudukan mereka yang sesungguhnya. 
Perempuan dan laki-laki sama, yaitu sama-sama makhluk ciptaan 
Tuhan. Perbedaan mereka hanyalah sebatas pada anatomi tubuh, namun jika 
membicarakan tentang kedudukan mereka dimasyarakat, hak yang harus 
dipenuhi begitu juga dengan kewajiban yang harus dijalankan, maka tidak 
ada perbedaan diantara kedunya. Kednya sama-sama makhluk ciptaan 
Tuhan yang berusaha sampai ke tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan 
ketakwaan. 
 




































Kehidupan manusia yang kompleks ini memperlihatkan kenyataan 
akan problem gender yang belum usai. Problem tersebut secara khusus 
diteliti pada aspek muamalah, tepatnya yaitu problem pemimpin sholat 
untuk wanita. Beberapa kalangan bersikukuh pada pemikiran bahwa wanita 
bisa serta dapat menjadi pemimpin shalat dengan pria di dalamnya. Namun, 
beberapa ada yang menolak. Dengan hermeneutika Gadamer, penulis 
berhasil sampai pada pemahaman jika moderasi keputusan akan wanita 
sebagai pemimpin shalat boleh, namun bukan sebuah kemestian untuk 
dijalankan. 
B. SARAN 
Adapun saran yang penulis berikan adalah: 
1. Secara teoritis: Dengan adanya riset ini penulis berharap supaya penelitian 
ini bisa berkembang lebih baik lagi dan juga banyak digunakan sebagai 
bahan penelitian lebih lanjut oleh para mahasiswa. Karena penulis 
menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan. 
2. Secara Praktis: Penulis juga ingin memberikan pemahaman kepada 
masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dari kelompok lain dalam 
menjalankan perbuatan atau hal- hal yang bisa menyimpang dari ajaran 
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